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1.1. Latar Belakang Masalah 
Seiring dengan pesatnya perkembangan ekonomi, dalam melakukan kegiatan 
bisnisnya, badan usaha sering menemukan kendala yang dilatarbelakangi oleh 
ketatnya persaingan usaha, permasalahan pajak, kemajuan teknologi dan faktor 
lainnya1, oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, 
tidak sedikit badan usaha yang menjalin suatu kerjasama dengan badan usaha 
lainnya dengan membentuk suatu ventura bersama, yang mana memiliki tujuan 
sebagai berikut:2 
a. Memperbesar perusahaan 
b. Meningkatkan efisiensi 
c. Menghilangkan/mengurangi resiko persaingan 
d. Menjamin tersedia pasokan atau penjualan dan distribusi 
e. Diversifikasi produk dan pelayanan 
f. Upaya defensif terhadap kemungkinan take over 
g. Penyaluran modal yang tidak digunakan 
Menurut ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Ventura Bersama 
didefinisikan sebagai suatu persetujuan antara dua peserta atau lebih yang 
mempersatukan sumber-sumber atau jasa-jasanya, atau kedua-duanya dalam satu 
perusahaan tertentu dengan tanpa membentuk suatu persekutuan yang tersusun. 
Berangkat dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan unsur dari ventura 
bersama adalah: 
a. Persetujuan 2 (dua) badan usaha atau lebih 
b. Menggabungkan modal dan/atau jasa  
c. Tanpa membentuk persekutuan tersusun. 
 
 






Pembentukan ventura bersama merupakan satu dari sekian strategi bisnis yang dilakukan 
oleh para pelaku usaha dengan membentuk suatu kerjasama atau suatu kelompok usaha, yang 
kemudian akan menyelesaikan pekerjaan bersama, dan akan berbagi pendapatan (revenue 
sharing) atau laba (profit sharing). Bentuk ventura bersama dalam tulisan ini akan dibatasi 
pada badan usaha berbentuk Kerjasama Operasional (KSO) atau dalam serapan Bahasa Inggris 
disebut Joint Operation (JO). 
Kerjasama Operasional adalah suatu kerjasama antara 2 (dua) badan usaha atau lebih yang 
sepakat untuk menyelesaikan suatu proyek, dengan membentuk entitas hukum baru maupun 
tanpa membentuk entitas hukum baru, dengan kententuan pembagian pendapatan dan 
pembagian laba  ditentukan berdasarkan penyertaan modal dan porsi pekerjaan yang diberikan 
oleh masing-masing anggota, yang disepakati dalam perjanjian KSO. 
Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) atau disebut juga Joint Operation Agreement 
(JOA), merupakan perwujudan dari perjanjian tidak bernama (innominaat) sebagai bentuk dari 
konstruksi perjanjian mutualisme akibat kehendak dari 2 (dua) atau lebih badan usaha untuk 
menjalankan suatu usaha tertentu dengan menggabungkan modal usaha untuk mencapai suatu 
tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan dan meminimalisirkan resiko. Disepakatinya   
Perjanjian KSO kemudian lahirlah suatu badan usaha baru yang disebut badan usaha KSO.  
Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dianggap bahwa yang menjadi dasar pendirian 
dan anggaran dasar badan usaha KSO adalah Perjanjian KSO itu sendiri. Perjanjian KSO pada 
umumnya kebanyakan mengatur mengenai hak dan kewajiban antara para pihak pembentuk 
KSO saja, bersifat sebagai perjanjian dua arah antara para pihak dan sedikit sekali ditemukan 
klausa yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga apabila terjadi permasalahan dan 
sengketa, sedangkan pada pelaksanaannya, hubungan hukum yang terjadi pada badan usaha 
KSO tidak hanya antara 2 (dua) badan usaha yang saling terikat dalam perjanjian KSO saja, 
tetapi ada pihak ketiga lainnya yang turut terlibat, contohnya antara lain konsumen sebagai 
pihak yang menggunakan produk/jasa KSO tersebut, Bank atau lembaga keuangan lainnya 
sebagai salah satu pemberi pemasukan dana kepada KSO, Lembaga Perpajakan sebagai 
instansi yang memungut biaya atas kegiatan produksinya dan instansi Pemerintah terkait 
lainnya sesuai dengan bidang kegiatan ekonominya. 
Keterlibatan pihak ketiga secara langsung dengan badan usaha KSO, memberikan 
anggapan bahwa KSO seolah-olah sebagai suatu entitas tersendiri yang terpisah dari badan 
usaha anggotanya, karena dalam melakukan kepentingan hukumnya, badan usaha KSO 




KSO tersebut. KSO bertindak untuk dirinya sendiri, dalam melakukan perbuatan hukum 
kemudian menjadikan  KSO seolah-olah seperti badan hukum, yang dapat memangku hak dan 
kewajiban dalam melaksanakan perbuatan hukum dengan pihak ketiga lainnya, serta  
bertanggung jawab atas resiko dan kerugian yang mungkin terjadi dikemudian hari. 
Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa badan usaha KSO lahir akibat dari 
perjanjian yang disepakati antara badan usaha anggotanya saja, pendirian dan anggaran 
dasarnya tidak memerlukan akta notaris dan pengesahan Kementerian Badan Hukum dan Hak 
Asasi Manusia sebagaimana peraturan perundang-undangan mengatur kewajiban tersebut bagi 
badan hukum lainnya, serta jangka waktu atau keberadaan badan usaha  KSO hanya sepanjang 
kehendak para pihak saja, yang mana pengakhiran atau pembubarannya juga tidak perlu 
melalui tahap pembubaran yang diwajibkan oleh pemerintah kepada badan usaha atau badan 
hukum lainnya. 
Karakteristik badan usaha KSO tersebut, apabila dihubungkan dengan keterlibatannya 
secara langsung dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, maka akan membuat 
pihak ketiga kesulitan menuntut haknya apabila terjadi masalah akibat tindakan yang dilakukan 
oleh badan usaha KSO. Permasalahan tersebut terjadi pada badan usaha Kerjasama 
Operasional AB, yang didirikan berdasarkan perjanjian kontraktual antara PT A dan PT B. PT 
A merupakan badan usaha pemilik sebuah lahan tanah, sepakat melakukan kerjasama dengan 
PT B, sebuah badan usaha pengembang perumahan komersial, untuk mengembangkan suatu 
wilayah perumahan dengan membentuk suatu ventura bersama berbentuk kerjasama 
operasional bernama KSO AB yang didirikan  berdasarkan perjanjian yang dibuat di hadapan 
Notaris, kemudian berdasarkan perjanjian KSO AB, PT A dan PT B  membentuk badan 
pengelola dibawah kewenangan KSO yang bertugas untuk mengendalikan sepenuhnya semua 
rencana pengembangan dan operasional kegiatan termasuk di dalamnya melakukan perbuatan 
hukum dengan pihak ketiga. 
 Badan Pengelola KSO AB terdiri dari beberapa perwakilan karyawan yang ditunjuk dari 
masing-masing PT A dan PT B, maka dengan demikian pengelolaan pembangunan proyek 
KSO AB tersebut dijalankan bersama-sama oleh PT A dan PT B. Salah satu realisasi atas 
pembentukan KSO AB, adalah dilakukannya pemasaran penjualan property secara indent 
kepada masyarakat, kemudian calon pembeli berminat untuk membeli beberapa unit property 
pada proyek perumahan yang dikelola KSO AB tersebut. Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
(PPJB) atas transaksi tersebut diwakilkan oleh KSO AB secara langsung yang bertindak 




membentuk KSO AB, secara kedudukan tidak terlibat dengan perbuatan hukum yang dibuat 
oleh KSO AB dengan Pembeli C. Ditengah pelaksanaan PPJB dengan Pembeli C, terjadi 
permasalahan internal yang mengakibatkan PT dan PT B sepakat untuk mengakhiri perjanjian 
KSO dan membuarkan badan usaha KSO AB, dan berakibat pada tidak berjalannya 
pembangunan proyek perumahan, sehingga berdampak pada tidak dapat dipenuhinya prestasi 
KSO AB dalam PPJB yaitu untuk melakukan penyerahan bangunan kepada pembeli C sesuai 
jangka waktu yang telah disepakati. 
Hal tersebut membuat pembeli C dirugikan, karena hak-haknya dalam PPJB yang harus 
dipenuhi oleh KSO AB tidak terpenuhi, sedangkan Pembeli C telah melakukan kewajibannya 
salah satunya membayar uang muka atas tanah dan bagnunan yang dibelinya kepada KSO AB. 
Upaya-upaya yang dilakukan pembeli C untuk menuntut haknya agar dapat dipenuhi oleh KSO 
AB tidak dapat dilaksanakan oleh KSO AB dikarenakan KSO AB sudah membubarkan diri, 
sehingga pembeli C menilai KSO AB tidak beritikad baik memenuhi kewajibannya untuk 
menyelesaikan dan menyerahkan tanah dan bangunan kepada pembeli C, maka pembeli C 
memutuskan untuk menuntut KSO AB di muka pengadilan. Atas kasus tersebut, maka Pembeli 
C mengalami kesulitan dalam menentukan kepada pihak siapa pembeli C akan menuntut 
pemenuhan haknya di pengadilan, karena sebagaimana disinggung sebelumnya, Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli tanah dan bangunan diwakilkan oleh dan atas nama KSO AB sendiri, 
sehingga dalam PPJB tidak disebut PT A dan PT B sebagai pihak, dan sebagaimana dikatakan 
pula sebelumnya, bahwa badan usaha KSO AB merupakan hasil dari perjanjian antara PT A 
dan PT B, dengan demikian dapat diartikan bahwa KSO AB bukan merupakan subjek hukum 
yang dapat bertindak di muka pengadilan baik sebagai penggugat ataupun tergugat, selain itu 
sebagaimana ketentuan pada Pasal 8 ayat (1e) Perjanjian KSO AB bahwa tugas penyelesaian 
pembangunan proyek diserahkan kepada Badan Pengelola KSO AB dan secara tegas diatur 
pula dalam Pasal 9 ayat (6e.iii) Perjanjian KSO AB sebagai berikut: 
“badan pengelola berwenang bertindak untuk kepentingan dan atas nama KSO, untuk 
melaksanakan semua hal yang berhubungan dengan pengembangan proyek dan 
penjualan kaveling dan/atau bangunan sebagai berikut: 
e) melaksanakan perencanaan dan pembangunan proyek sebagaimana  tertuang dalam 
Business Plan antara lain: 





Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1.e) dan Pasal 9 ayat (6.e.iii) perjanjian KSO yang 
berkewajiban menyelesaikan pembangunan adalah badan Pengelola KSO AB, yang telah 
dijelaskan sebelumnya bahwa Badan Pengelola KSO AB merupakan perpanjangan tangan dari 
KSO AB bukan dari PT A atau PT B, dengan demikian penyelesaian pembangunan secara 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab KSO AB. Selebihnya tidak ditemukan dalam perjanjian 
KSO AB, pihak mana yang harus bertanggung jawab apabila badan pengelola KSO AB tidak 
dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana ketentuan pada Pasal 8 ayat (1.e)  dan Pasal 9 ayat 
(6.e.iii) Perjanjian KSO AB. Sehingga dengan demikian tidak diaturnya kepentingan pihak 
ketiga (dalam hal ini kewajiban penyelesaian pembangunan untuk konsumen) di dalam 
perjanjian KSO, menimbulkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang 
merasa dirugikan oleh perbuatan yang dlakukan oleh badan usaha KSO tersebut, namun 
sebagaimana kita ketahui bahwa perumusan perjanjian KSO tetap harus mengindahkan unsur-
unsur dibentuknya suatu perjanjian yaitu: 
a. Unsur Esensialia,  
Pada umumnya digunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu 
perjanjian. Unsur esensialia merupakan unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian.3 
b. Unsur Naturalia,  
Terdapat suatu ketentuan dalam perjanjian yang menurut sifatnya dianggap ada tanpa perlu 
diperjanjikan secara khusus, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat 
mengatur.4Sehingga bila suatu perjanjian tidak mengatur kepentingan pihak ketiga, maka 
peraturan perundang-undanganlah yang diberlakukan, dalam hal ini yaitu Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). 
c. Unsur Aksidentalia 
Unsur yang dapat mengikat apabila dikehendaki atau diperjanjikan oleh para pihak dalam 
perjanjian.Unsur aksidentalia merupakan unsur pelengkap yang dapat dibuat secara 
menyimpang oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak.5 
        Berdasarkan pengertian unsur Naturalia tersebut di atas, maka mengenai tidak diaturnya 
kepentingan pihak ketiga dalam perjanjian KSO AB, maka hukumlah yang mengaturnya, yaitu 
dalam Pasal 1340 dan Pasal 1341 KUHPerdata. Pada prinsipnya mengatakan bahwa perjanjian 
yang dibuat tidak dapat merugikan pihak ketiga lain dan pihak ketiga yang merasa dirugikan 
 
3Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, (Jakarta;RajaGrafindo Persada, 
2010), hal 85. 
4Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, (Bandung:Citra 
Aditya,2010), hal 70. 




dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut, namun kaitannya dalam pembahasan 
penelitian ini, hak pembatalan yang diberikan oleh KUHPerdata kepada pihak ketiga tersebut 
tidak secara jelas mengatur pembatalan seperti apa yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga dan 
apakah pembatalan tersebut serta merta dapat memulihkan kerugiannya. 
Pertanyaan tersebut membawa penulis dalam suatu pemikiran bahwa telah terjadi suatu 
kekaburan hukum yang mana tidak secara jelas dan lengkap mengatur perlindungan hukum 
terhadap pihak ketiga yang dirugikan akibat dibubarkannya badan usaha KSO dan sejauh mana 
badan usaha anggota KSO bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang dirugikan akibat tidak 
terpenuhinya kewajiban KSO AB dalam PPJB dengan Pembeli, sehingga mengakibatkan tidak 
tercapainya suatu kepastian hukum. 
Berangkat dari gambaran yang dituangkan dalam latar belakang di atas, sehingga 
menarik untuk dikaji dan diteliti mengenai permasalahan tersebut, yang akan dituangkan dalam 
proposal penelitian dengan judul ”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA 
YANG DIRUGIKAN AKIBAT               PEMBUBARAN BADAN USAHA KERJASAMA 
OPERASIONAL’’  
1.2. Rumusan Masalah 
Apa bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat pembubaran badan 
usaha KSO? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisis dan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang 
dirugikan akibat pembubaran badan usaha KSO. 
1.4. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu hukum, 
khususnya hukum perjanjian dan perikatan, serta hukum perusahaan. 
b. Manfaat Praktis 




Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pelaku usaha baik 
perusahaan ataupun perorangan dalam hal membentuk badan usaha Kerjasama Operasional. 
2) Bagi Praktisi Hukum 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para praktisi hukum dalam hal ini 
Pengacara, yaitu dalam hal terjadi dispute dalam pelaksanaan perjanjian KSO yang berakibat 
pihak ketiga menderita kerugian, agar dapat memberikan nasihat hukum dengan 
memperhatikan nilai-nilai dalam hukum itu sendiri baik dari segi filsafat, teori, dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3) Bagi Notaris 
Penelitian ini dapat memberi manfaat praktis bagi Notaris agar dalam membuat akta 
perjanjian Kerjasama Operasional demi kepentingan klien agar lebih memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum 
bagi semua pihak, termasuk pihak ketiga terkait pelaksanaan Perjanjian Kerjasama 
Operasional. 
4) Bagi Pemerintah 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat kepada pemerintah 
untuk mengawasi para pelaku usaha dalam membuat suatu perjanjian yang membentuk badan 
usaha baru, agar tidak merugikan pihak terkait lainnya. 
5) Bagi Masyarakat 
Penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan kepada masyarkat mengenai 
perkembangan atau konstruksi hukum perjanjian yang cukup pesat, sehingga memberikan 
gambaran kepada masyarakat dalam membuat suatu perjanjian khususnya perjanjian 
pembentukan badan usaha Kerjasama Operasional. 
1.5. Kerangka Teoritik 
a. Teori Kebebasan Berkontrak 
Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari dasar pemikiran Jeremy Bentham yang dikenal 
dengan utilitarianisme. Ia adalah seorang Individualis. Individu adalah tujuan dari dirinya 




bagi tiap individu, sehingga ia dapat mengejar apa yang baik bagi dirinya.6 Menurut Teory 
Utilitis, tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagian sebesar-besarnya pada orang 
sebanyak-banyaknya. Kepastian melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama 
dari pada hukum.  
Kebebasan berkontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh kehendak para pihak didalam 
perjanjian yang mana setiap ketentuan dan bentuknya bebas ditentukan oleh para pihak. 
Kebebasan menentukan isi perjanjian tersebut digunakan para pihak untuk memenuhi 
kebutuhan dan kebaikan bagi masing-masing pihak yang mana menimbulkan kegunaan dan 
kebahagian bagi para pihak itu sendiri. 
b. Teori Perlindungan Hukum 
      Berdasarkan pemikiran Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan 
pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu 
diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 
hukum.7 Philipus M. Hadjon memberikan pemikiran bahwa perlindungan hukum bagi rakyat 
sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif.  Perlindungan hukum yang 
bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa, yang mengarahkan pemerintah 
bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan 
yang represif bertujuan untuk  penyelesaian sengketa, termasuk penangannanya di lembaga 
peradilan.8 
 M. Isnaeni berpendapat bahwa pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu 
ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1) Perlindungan hukum Internal 
Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan sendiri oleh 
para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada saat bernegosiasi mengenai klausa-
klausa dalam perjanjian para pihak mengharapkan kepentingannya terpenuhi atas dasar 
sepakat. Pada perlindungan hukum intrnal ini, segala jenis resiko diusahakan dapat dicegah 
dengan kesepakatan pada klausa-klausa yang dibuat para pihak. Perihal perlindungan hukum 
internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka 
relatif sederajad dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, 
sehingga atas dasar kebebasan berkontrak para pihak mempunyai keleluasaan untuk 
 
6W Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum, terjemahan Muhammad 
Arifin,(Jakarta;Rajawali Press, 1990), hlm 112. 





menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para 
pihak membuat klausa-klausa perjanjian yang sedang dibbuat, sehingga perlindungan hukum 
dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.9 
2) Perlindungan Hukum Eksternal 
Perlindungan hukum eksternal merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah 
melalui peraturan regulasi secara tertulis guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau 
pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak dapat berat sebelah dan 
memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini 
mungkin kepada pihak lainnya.10 Perlindungan hukum eksternal dimaksudkan melindungi hak-
hak hukum para pihak dalam perjanjian yang kedudukannya tidak seimbang. 
Berdasarkan pemikiran para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan 
hukum merupakan bagian dari perwujudan tujuan hukum bagi masyarakat yaitu keadilan, 
kemanfaatan, dan kepastian hukum. 
1.6. Definisi Konseptual 
    Penulis menggunakan beberapa istilah guna membuat suatu konsep untuk menganalisis isu 
hukum dalam penelitian ini, definisi istilah tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Badan Usaha Kerjasama Operasional Penggabungan 2  (dua) atau lebih badan usaha yang 
saling sepakat untuk bekerjasama melakukan suatu pekerjaan atau proyek dengan tujuan 
mencari profit serta pembagian pendapatan dan laba  ditentukan berdasarkan penyertaan 
modal dan porsi pekerjaan yang diberikan oleh masing-masing perusahaan anggota, yang 
disepakati dalam perjanjian Kerjasama Operasional atau dalam serapan bahasa inggris 
disebut dengan Joint Operation Agreement. 
b. Perjanjian KSO/Joint Operation Agreement adalah perjanjian mutualisme akibat kehendak 
dari 2 (dua) atau lebih badan usaha untuk menjalankan suatu usaha tertentu dengan 
menggabungkan modal usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sama yaitu mencari 
keuntungan dan meminimalisirkan resiko. 
c. Perlindungan Hukum adalah segala tindakan secara preventif dan/atau represif yang 
diperlukan untuk memenuhi hak pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan badan usaha 
KSO, guna mewujudkan  tujuan hukum bagi masyarakat, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan 
kepastian hukum. 
 
9 Moh Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016) hlm 159. 




d. Pihak Ketiga yang Dirugikan adalah subjek hukum yang memiliki hubungan hukum secara 
langsung dengan badan usaha KSO, dan hak-haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya 
akibat pembubaran badan usaha KSO sehingga berakibat dirinya menderita kerugian. 
e. Pembubaran Badan Usaha Kerjasama Operasional adalah pengakhiran perjanjian kerjasama 
operasional yang dikehendaki dan disepakati oleh para pihak dalam badan usaha KSO dan 
berakhirnya hubungan hukum antara badan usaha pembentuk KSO. 
1.7. Orisinalitas Penelitian 
Berdasarkan sejauh sepengetahuan penulis, penelitian terkait perlindungan hukum bagi pihak 
ketiga yang dirugikan akibat pembubaran badan usaha Kerjasama Operasional, belum pernah 
dilakukan, namun terdapat beberapa penelitian terkait badan usaha Kerjasama Operasional, 
yaitu: 
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1.1 Pengertian Badan Usaha dan Bentuk-bentuknya 
           Badan usaha adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun KUHD tidak memberikan 
penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu.1 Menteri 
Kehakiman Belanda memberikan perumusan mengenai badan usaha sebagai 
berikut: barulah dapat dikatakan adanya perusahaan (badan usaha), apabila pihak 
yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus dan terang-terangan 
serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba rugi bagi dirinya sendiri.2 
Molengraff merumuskan badan usaha harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut:3 
A. Terus menerus atau tidak terputus-putus 
B. Secara terang-terangan 
C. Dalam kualitas tertentu 
D. Menyerahkan barang-barang 
E. Mengadakan perjanjian perdagangan 
F. Harus bermaksud memperoleh laba 
Badan usaha  berdasarkan bentuk hukum dibedakan menjadi 2 yaitu:4 
A. Badan usaha berbadan hukum, yaitu badan usaha yang didirikan dan 
dimiliki oleh beberapa orang pengusaha (swasta atau negara) yang memenuhi 
syarat berbadan hukum serta dapat menjalankan usaha dibidang perekonomian 
(perindustrian, perdagangan, perjasaan dan pembiayaan) 
 
1 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, op.cit.  hlm.67 
2 ibid 
3 ibid 
4 H.U Adil,SS, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Jakarta:Mitra Wacana Media,2016), hlm.36. 
Contohnya Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaaan Umum dan Perusahaan Perseroan. 
B. Badan usaha bukan badan hukum,  
yaitu badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara bekerja 
sama serta dapat menjalankan usaha dibidang perekonomian (perindustiran perdagangan dan 
perjasaan) seperti: persekutuan perdata, Firma, dan CV. 
1.2 Jenis-jenis Badan Usaha Bukan Badan Hukum: 
A. Persekutuan Perdata (Maatschap) 
Pasal 1618-1652 KUHPerdata mengatur mengenai Maatschap. Maatschap diterjamahkan 
ke dalam bahasa Indonesia sebagai “Persekutuan” atau “Perseroan”, dan ada juga yang 
menerjemahkannya, sebagai “Perkongsian” atau “Kompanyon” dan lain-lain.5 
 Pasal 1618 KUHPerdata mengatakan Persekutuan Perdata adalah “suatu persetujuan 
antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu (inbreng) ke dalam 
perseroan itu dengan maksut supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi 
diantara mereka. 
Ada beberapa bentuk persekutuan perdata, yaitu:6 
1) Persekutuan perdata yang terjadi antara pribadi-pribadi yang melakukan suatu pekerjaan 
bebas dan tidak menggunakan nama bersama misalnya, pengacara, dokter, arsitek, dan 
akuntan 
2) Persekutuan Perdata yang secara nyata menjalankan perusahaan 
3) Suatu perjanjian kerjasama dari suatu transaksi, tapi tidak menggunakan nama bersama 
dan tidak bersifat terus menerus  
1. Hubungan hukum Persekutuan Perdata dengan Pihak Ketiga 
       Persekutan perdata bukanlah badan hukum dengan harta kekayaan tersendiri terhadap 
pihak ketiga, yang ada ialah harta tersendiri terhadap anggota-anggotanya satu sama lain, harta 
mana tak dapat dibagi-bagi tanpa izin seluruh anggotanya. Seorang kreditur hanya dapat 
menuntut piutangnya atas harta yang merupakan bagian dari anggota debitur dan tak dapat 
menuntut piutangnya atas harta persekutuan perdata.7 
      Pasal 1642 KUHPerdata menyatakan para persero tidaklah terikat masing-masing untuk 
seluruh utang perseroan dan masing-masing persero tidaklah dapat mengikat persero-persero 
 
5 I.G. Rai Widjaja, Hukum Perusahaan, (Jakarta:Kesaint Blanc,2000), hlm.35. 
6 H.U. Adil, SS., op.cit, hlm.37. 
7 C.S.T Kansildan Christine S.T Kansil, Op.cit, hlm.72. 
lainnya jika mereka tidak memberikan kuasa kepadanya.8 Jika menurut undang-undang tiap-
tiap anggota perseroan hanyalah dapat mengikat dirinya sendiri kepada pihak ketiga, ia tidak 
dapat mengikatkan kawan-kawan anggotanya kecuali jika mereka memberi kekuasaan khusus 
untuk bertindak atas nama mereka, dan karena  itu yang bertwanggung jawab terhadap pihak 
ketiga hanyalah anggota yang bertindak keluar itu. 
       Pasal 1643-1644 KUHPerdata menggambarkan implikasi hubungan anggota persekutuan 
perdata dengan pihak ketiga, yaitu dimana pihak ketiga hanya dapat menuntut dan mengikat 
anggota persero yang melakukan hubungan hukum dengannya dan tidak dapat dimengikat 
anggota perseroan lainnya. 
2. Pembubaran Persekutuan Perdata 
Pembubaran Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1646 – 1652 KUHPerdata, adapun 
bubarnya suatu persekutuan perdata adalah karena: 
a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian 
b. Musnahnya barang yang digunakan untuk tujuan persekutuan perdata atau karena 
tercapainya tujuan itu 
c. Karena kehendak beberapa peserta atau salah satu peserta 
d. Karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, dibawah pengampuan, atau hal-hal 
lain yang pertimbangan sah nya diserahkan kepada pengadilan. 
       Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, 
Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata mengatur mengenai tata cara pembubaran suatu 
Persekutuan Perdata, yaitu: 
a. Mengajukan permohonan pembubaran yang didaftarkan kepada Menteri melalui Sistem 
Administrasi Badan Usaha. 
b. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran pembubaran Firma, harus dilengkapi 
dengan: 
1) Akta Pembubaran 
2) Putusan Pengadilan yang menyatakan pembubaran 
3) Dokumen lain yang menyatakan pembubaran 
B. Persekutuan Firma9 
 
8 C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil, Op.cit, hlm.73. 
9 Zaeni Asyhadie , Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia, (Jakarta:Raja Grafindo 
Persada,2014),hlm. 35. 
       Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata khusus didirikan untuk menjalankan 
perusahaan dengan nama bersama.  
Firma diatur dalam Pasal 16-35 KUHD dan mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
1) Menjalankan usaha bersama 
2) Dengan nama bersama atau Firma 
3) Tanggung jawab sekutu secara pribadi atau keseluruhan 
1. Hubungan hukum Firma kepada Pihak Ketiga 
       Pasal 17 KUHD menyebutkan bahwa setiap anggota Firma tanpa terkecuali berhak 
bertindak atas nama Firma, mengeluarkan dan menerima uang, mengikat anggota-anggota 
Firma lainnya pada pihak ketiga dan mengikat pihak ketiga pada anggota-anggota Firma. Pasal 
18 KUHD menyatakan bahwa tiap-tiap anggota perseroan secara tanggung menanggung jawab 
untuk seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan Firma. Hal ini berarti bahwa anggota 
Firma langsung dan sendiri sendiri bertanggung jawab sepenuhnya atas persetujuan-
persetujuan yang diadakan Firma terhadap pihak ketiga10 
2. Pembubaran Firma 
Beberapa hal yang melatarbelakangi pembubaran Firma adalah, sebagai berikut: 
a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian Firma (1646 KUHPerdata) 
b. Musnahnya barang yang dijanjikan atau yang telah diserahkan kedalam Firma (Pasal 1648 
KUHPerdata) 
c. Diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian dengan kesepakatan oleh para pihak dengan 
itikad baik. (Pasal 1649 KUHPerdata) 
d. Salah seorang sekutu meninggal dunia, atau dinyatakan pailit atau dalam pengampuan 
oleh Pengadilan. (Pasal 1651 KUHPerdata) 
       Berdasarkan ketentuan Pasal 31 KUHD, pembubaran Firma harus dibuat dengan akta 
otentik dan harus didaftarkan dan diumumkan dalam surat kabar resmi.  Peraturan Menteri 
Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan 
Persekutuan Perdata mengatur mengenai tata cara pembubaran suatu Firma, yaitu: 
a. Mengajukan permohonan pembubaran yang didaftarkan kepada Menteri melalui Sistem 
Administrasi Badan Usaha. 
 
10 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, op.cit, hlm. 77. 
b. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran pembubaran Firma, harus dilengkapi 
dengan: 
1) Akta Pembubaran 
2) Putusan Pengadilan yang menyatakan pembubaran 
3) Dokumen lain yang menyatakan pembubaran 
C. Persekutuan Komanditer (Comanditaire Venootschaaf) 
Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Venootschaaf (CV) diatur dalam Pasal 9-21 
KUHD, Pengertian CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu badan usaha yang 
dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung 
bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas 
uang (geldschieter) pada pihak lain11 
       Ciri khas dari CV adalah memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer.CV 
memiliki 2 (dua) macam sekutu yaitu sebagai berikut:12 
1) Sekutu Komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan 
2) Sekutu komanditer, yaitu sekutu pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan 
1. Hubungan hukum CV kepada Pihak Ketiga 
Mengingat hubungan dengan pihak ketiga dalam perseroan komanditer, hanyalah 
persero-persero pengurrus yang menjalankan perusahaan dan bertindak keluar, serta terikat 
pada pihak ketiga. Sebaliknya para komanditaris yang mempunyai kedudukan sebagai orang 
yang mempercayakan modal tidak mempunyai hubungan dengan pihak ketiga. Mereka yang 
menjalankan perusahaan mempunyai tanggung jawab penuh dan dapat disamakan dengan 
kedudukan para perserta perseroan firma.13 Adapun tanggung jawab penuh yang dibebankan 
kepada perseta pengurus adalah berdasarkan pendapat, baik buruk dan maju mundurnya 
perusahaan bergantung pada usaha dan pimpinan mereka sendiri.14 
2. Pembubaran CV 
       Pembubaran CV pada dasarnya sama dengan badan usaha yang telah dijeaskan 
sebelumnya yaitu Persekutuan Perdata dan Firma, maka dengan demikian hal yang 
melatarbelakangi pembubaran CV adalah, sebagai berikut: 
a. Berakhirnya jangka waktu perjanjian Firma (1646 KUHPerdata) 
 
11 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, hlm.84. 
12 Zaeni Asyhadie, , Op.cit, hlm.39. 
13 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, op.cit, hlm.85. 
14 Ibid, hlm.86. 
b. Musnahnya barang yang dijanjikan atau yang telah diserahkan kedalam Firma (Pasal 1648 
KUHPerdata) 
c. Diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian dengan kesepakatan oleh para pihak dengan 
itikad baik. (Pasal 1649 KUHPerdata) 
d. Salah seorang sekutu meninggal dunia, atau dinyatakan pailit atau dalam pengampuan 
oleh Pengadilan. (Pasal 1651 KUHPerdata) 
       Berdasarkan ketentuan Pasal 31 KUHD, pembubaran CV harus dibuat dengan akta otentik 
dan harus didaftarkan dan diumumkan dalam surat kabar resmi. Peraturan Menteri Nomor 17 
tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan 
Perdata mengatur mengenai tata cara pembubaran suatu CV, yaitu: 
a. Mengajukan permohonan pembubaran yang didaftarkan kepada Menteri melalui Sistem 
Administrasi Badan Usaha. 
b. Dalam mengajukan permohonan pendaftaran pembubaran Firma, harus dilengkapi 
dengan: 
c. Akta Pembubaran 
d. Putusan Pengadilan yang menyatakan pembubaran 
e. Dokumen lain yang menyatakan pembubaran 
1.3 Badan Usaha Kerjasama Operasional (KSO) 
KSO yang dikenal di Indonesia pada prinsipnya sama dengan Joint Ventura (JV), karena 
keduanya memliki karakteristik yang sama yaitu dibentuk dengan diawali oleh persetujuan 
secara tertulis antara 2 (dua) perusahaan atau lebih, terkait penggabungan modal usaha untuk 
menjalankan suatu proyek, hanya yang membedakannya adalah JV membentuk entitas 
perusahaan baru umumnya berbentuk Perseroan Terbatas, sedangkan KSO tidak membentuk 
perusahaan baru yang terpisah dengan perusahaan pembentuknya. Dengan demikian JV 
merupakan perusahaan baru yang memiliki aturan rumah tangga dan budaya sendiri tanpa 
adanya pengaruh dari perusahaan induk yang mendirikannya yang mana pembentukan JV 
tersebut harus disahkan melalui Departemen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
sedangkan KSO pembentukannya hanya membutuhkan Akta Kerjasama dari Notaris.15 
Berdasarkan literatur-literatur yang penulis pelajari mengenai definisi KSO yang 
diberikan oleh buku dan beberapa ahli di negara Barat, tidak membedakan antara JV dan KSO, 
 
15 Erijanto, Faktor Internal Dalam Manajemen Resiko Pada Proyek Joint Operation di Indonesia, (Jakarta: 
Program Pasca Sarjana Fakultas Teknik UI,2001) hlm.1-2. 
yang mana artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mendirikan perusahaan 
baru atau tidak, sehingga lingkup KSO dalam literatur dan pemahaman di negara Barat lebih 
luas. 
A. Pengertian JV menurut pandangan Negara Barat 
Black Laws Dictionary mendefinisikan Joint Venture (JV) sebagai a business undertaking 
by two or more persons engaged in a single defined project. The necessary elements are:16 
1. An express or implied agreement 
2. A common purpose that the group intends to carry out 
3. Share profit and losses 
4. Each member’s equal voice in controlling the project. 
JV dapat dikatakan merupakan suatu kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih investor, 
partner, atau venturer yang membangun kerjasama untuk menjalankan suatu bisnis atau untuk 
mencapai suatu tujuan, baik itu bersifat komersial atau non komersial, dimana kerjasama 
tersebut tentunya dapat bersifat jangka panjang atau untuk jangka waktu tertentu misalnya 
untuk menyelesaikan suatu proyek. Dalam kesepakatan tersebut, masing-masing pihak 
ventureer memiliki hak suara yang sama terkait pengendalian proyek atau bisnis tersebut.17 
JV itu sendiri dapat:18 
1. Dibangun mulai pembentukan JV yang baru, atau bahkan dari entitas bisnis yang sudah ada 
dan/atau berjalan’ 
2. Mengambil bentuk entitas berdasarkan ekuitas atau saham, atau hanya bersifat kontraktual. 
       Menurut Muchlinski Joint Venture adalah sebagai, the term has no precise legal meaning, 
it can refer to any agreement or undertaking between two indepent firms. However, certain 
features are commonly associated with the concept. In particular, the joint venture involves 
the cooeration of two or more otherwise independent parent undertaking which are linked, 
through the venture, in the pursuit of acomman commercial, financial or technical activity.19 
Berdasarkan definisi Muchlinski tersebut, menurutnya JV tidak memiliki arti legal yang tepat, 
dimana istilah tersebut dapat mengacu pada perjanjian atau usaha  apapun antara 2 (dua) 
perusahaan independen.20 
 
16 Garner, Bryan a (editor in chief), Black’s Law Dictionary, edisi ke 9. (US;West,:a Thomson Reuters Business), 
hlm 915. 
17 Sukarnen Suwanto, Ventura Bersama (Joint Venture), (Jakarta:Salemba Empat,2012),hlm.2. 
18 Ibid. 
19 Muchlinski, Peter, Multinational enterprise and the Law, (Blackwell:Oxford,1997), hlm.72. 
20 Ibid. 
KSO dapat berbentuk struktur sebagai berikut:21 
1. Perseroan Terbatas 
2. Persekutuan Perdata 
3. Model perjanjian 
Struktur yang paling umum yang digunakan dalam suatu kesepakatan KSO adalah sebagai 
berikut:22 
1. Suatu perusahaan legal didirikan terpisah dari para venturer, dimana kepemilikan atas 
perusahaan tersebut terbagi atas saham-saham, umumnya dikenal sebagai JV korporasi 
atau JV ekuitas. 
2. Suatu persekutuan perdata atau bentuk lain non korporasi (unincorporated vehicle) yang 
juga dikenal sebagai bentuk JV kontraktual non ekuitas. 
3. Ventura bersama yang dibentuk semata-mata menggunakan perjanjian atau kesepakatan 
kerjasama, bisa tertulis maupun tidak tertulis, yang juga merupakan jv kontraktual non 
ekuitas. 
Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa ada atau tidaknya KSO tidak dibatasi oleh struktural 
legal, tapi perlu adanya persetujuan kontraktual diantara para venturer sebagai pengendali 
bersama.Dengan demikian karakteristik umum KSO adalah: 
a. Dua atau lebih venturer terikat oleh suatu persetujuan atau perjanjian kontraktual 
b. Persetujuan kontraktual tersebut membentuk pengendalian bersama 













21 Hewitt, Ian, Joint Venture edisi ke-3, (London:Thomson Sweet & Maxwell,2005). Hlm.43. 
22 Sukarnaen Suwanto, Ventura Bersama (Joint Venture), (Jakarta:Salemba Empat,2012), hlm.2. 
23 Ibid, hlm.5. 
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B. Pengertian dan Penerapan KSO di Indonesia 
      Kerjasama Operasional (KSO) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Joint Operation 
merupakan bentuk usaha kemitraan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan untuk mengerjakan 
operasional suatu proyek tertentu. Pengertian Badan usaha KSO awalnya dikenal di Indonesia 
pada tahun 1989 melalui Keputusan Menteri Keuangan No 70/KMK.00/1989 tentang 
Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas Badan Usaha Milik Negara dalam Pasal 1 angka 14 
yang berbunyi: 
“Kerjasama operasi (KSO) adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk bersama-
sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu” 
     Pemerintah dalam sektor lain kemudian mengeluarkan suatu regulasi dengan tujuan  untuk 
mendorong peningkatan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional dan perekonomian 
nasional yang juga turut memberi pengertian KSO yaitu dalam Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum No. 50/PRT/1991 yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
No. 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan Badan Usaha 
Jasa Konstruksi Asing. Dalam peraturan tersebut didefinisikan KSO adalah suatu bentuk 
kerjasama operasi antara satu atau lebih badan usaha jasa konstruksi asing (BUJKA) dengan 
satu atau lebih badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional (BUJKN) yang bersifat sementara dan 
bukan merupakan bentuk badan hukum baru. 
     KSO yang dimaksud dalam pengertian Permen PU tersebut merupakan sebagai kerjasama 
atau kongsi BUJKA dan BUJKN untuk membangun infrastruktur yang cenderung 
berkarakteristik beresiko berat, kompleks, dan memerlukan tekhnologi tinggi. Seiring 
berjalannya waktu, KSO dalam sektor jasa infrastruktur tidak hanya melibatkan perusahaan 
asing tetapi juga marak diterapkan oleh sesama perusahaan nasional. Lebih dalam memahami 
pengertian KSO, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-323/PJ.42/1989 tanggal 
6 Desember 1989 tentang Masalah Perpajakan bagi Joint Operation, mendefinisikan Joint 
Operation sebagai perkumpulan dua badan atau lebih yang bergabung untuk menyelesaikan 
suatu proyek, penggabungan ini bersifat sementara sampai proyek tersebut selesai, maka 
dengan demikian bila dijabarkan definisi KSO menurut Dirjen Pajak adalah suatu bentuk kerja 
sama antara 2 (dua) perusahaan atau lebih guna penyelesaian suatu proyek atau pekerjaan 
tertentu yang diberikan oleh pihak lain untuk jangka waktu tertentu dan kerjasama tersebut 
akan dibubarkan bila pekerjaan tersebut selesai, dengan pembagian keuntungan diantara 
pemilik atau partisipan KSO tersebut secara proporsional sesuai porsi keikutsertaanya yang 
ditentukan dalam perjanjian KSO. 
      Panduan Standard Akuntasi (PSAK) 39 (1997) kemudian diubah dengan PSAK 12 (2009) 
dan terakhir mengalami perubahan PSAK 66 (2015) memberikan definisi KSO sebagai 
perjanjian 2 (dua) pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu 
usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara 
bersama menanggung resiko usaha tersebut.24PSAK 39 (1997) kemudian diubah dengan 
PSAK 12 (2009) dan terakhir mengalami perubahan PSAK 66 (2015) mengatur akuntansi 
untuk KSO, dimana dicirikan oleh:25 
1. Tidak ada pembentukan entitas hukum terpisah 
2.  Salah satu pihak partisipan KSO yang memegang  kendali 
3. Adanya penyerahan aset KSO 
KSO dapat dibagi menjadi 2 tipe, sebagai berikut:26 
1. JO Administrasi  
JO Administrasi atau sering disebut sebagai Kerjasama Operasional (KSO), dimana kontrak 
dengan pihak pemberi kerja ditandatangani atas nama JO atau seolah-olah JO merupakan 
entitas tersendiri yang terpisah (secara administrasi) dari perusahaan para anggotanya. 
Tanggung jawab pekerjaan terhadap pemberi kerja proyek berada pada entitas JO, bukan pada 
masing-masing anggota JO. Masalah pembagian modal kerja atau pembiayaan proyek, 
pengadaan peralatan, tenaga kerja, biaya bersama (joint cost) serta pembagian hasil (profit 
sharing) sehubungan dengan pelaksanaan proyek didasarkan pada porsi pekerjaan masing-
masing yang disepakati dalam sebuah Joint Operation Agreement (JOA). 
2. JO non adminstrasi27 
       JO tipe ini dalam kalangan pengusaha konstruksi sering disebut sebagai konsorsium 
dimana kontrak dengan pihak pemberi kerja dibuat langsung atas nama masing-masing 
perusahaan anggota. Dalam hal ini JO hanya bersifat sebagai alat koordinasi. Tanggung jawab 
pekerjaan terhadap pemilik proyek berada pada masing-masing anggota. 
 
24 Ibid, hlm.321. 
25 ibid 
26 Ibid, hlm. 317-319. 
27 Ibid. 
KSO berbentuk entitas terpisah secara administrasi dan legal dari anggotanya, maka KSO dapat 
berbentuk: 
a. Entitas anak dari salah satu pemiliknya 
b. Entitas asosiasi 
c. Pengendali bersama entitas dari para venturer kalau persyaratan terkait pengendalian 
bersama dan perjanjian kontraktual terpenuhi. 
Paragraf 3 PSAK 39 (1997) kemudian diubah dengan PSAK 12 (2009) dan terakhir mengalami 
perubahan PSAK 66 (2015) menyebutkan bahwa bentuk bentuk KSO berkembang dengan 
berbagai variasi, tetapi bisa dibagi 2 golongan, yaitu:28 
a. KSO dengan entitas hukum terpisah (separate legal entity) dari entitas hukum para 
partisipan KSO. 
b. KSO tanpa pembentukan entitas hukum terpisah. KSO tanpa entitas hukum bisa berbentuk 
sebagai berikut: 
1) Pengendalian Bersama Operasi (PBO) dan Pengendalian /bersama Aset (PBA) 
Dalam KSO dengan pola PBO dan PBA, masing-masing partisipan KSO memiliki 
kendali yang signifikan atas operasi atau aset KSO, karena itu nama kerjasama 
tersebut adalah pengendalian bersama (jointly controlled). 
2) KSO dimana hanya 1 (satu) pihak saja dari partisipan KSO yang memiliki kendali 
yang signifikan atas aset dan koperasi KSO 
Dua bentuk KSO yang populer adalah:29 
a. Bangun, kelola, serah (build, operate, and transfer) (BOT) 
b. Bangun, serah, kelola (build, transfer, operate) (BTO) 
Kedua bentuk diatas bisa dikombinasikan dengan perjanjian bagi hasil atau perjanjian bagi 
pendapatan dengan cara tertentu. 
Kesimpulan atas definisi penerapan KSO di Indonesia yang tidak membentuk entitas hukum 
baru, maka harus mengatur bagaimana menentukan hak kewajiban para pihak, masing-masing 
wewenang perusahaan anggota, tanggung jawab kepada pihak terkait yang harus dibuat dalam 
suatu agreement atau biasa dikenal dengan Joint Operation Agreement (JOA). 
Menurut Yahya Harahap, dalam JOA tersebut harus ada beberapa variabel, yaitu:30 
 
28 Ibid. 
29 Ibid, hlm.320. 
30 Disampaikan oleh Yahya Harahap dalam Persidangan Kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam 
sidang perkara pailit antara Penta Ocean Consruction Co, Ltd dan PT Bali Turtle Island Development. 
a. Beberapa perusahaan yang membentuk badan hukum, dimana nanti badan hukum 
tersebut yang melaksanakan operasional dan yang mewakili adalah badan hukum 
tersebut dan terpisah bentuk sebagai pemegang saham; 
b. Ditentukan siapa yang bertindak dalam JOA sebagai leader yang mewakili JO dan pihak 
tersebutlah yang sah untuk mewakili KSO, yang mana ketentuan ini harus diatur dalam 
JOA. 
C. Maksut dan tujuan KSO 
     Tujuan beberapa perusahaan tergabung dalam KSO salah satunya adalah untuk membagi 
resiko dan manfaat guna pengembangan pasar baru, produk, atau teknologi; menggabungkan 
pengetahuan teknologi komplementer; atau guna mengumpulkan sumber daya untuk 
mengembangkan fasilitas produksi atau lainnya 31 Tujuan tersebut secara khusus dituangkan 
para anggota KSO didalam kontrak pembentukan KSO. 
D. Pihak-pihak dalam KSO 
    Berdasarkan pengertian KSO itu sendiri yang mensyaratkan perjanjian sebagai syarat utama 
pembentukan suatu KSO, maka Pihak-pihak dalam KSOdapat dibedakan menjadi 2: 
1. Pihak Internal 
Yaitu pihak-pihak venturer atau orang-orang yang merupakan anggota dari KSO itu 
sendiri yang membentuk dan mendirikan KSO tersebut, yang terdiri dari minimal 2 atau 
lebih badan usaha termasuk di dalamnya karyawan-karyawan badan usaha pendiri KSO. 
2. Pihak eksternal 
Pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan usaha 
KSO tersebut, yaitu Pemerintah, Konsumen, Agen dan lain sebagainya. 
E. Hak Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak dalam KSO 
          KSO merupakan hasil perjanjian yang dibuat oleh badan usaha anggotanya, maka 
berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya, dengan demikian yang menjadi hak, kewajiban, serta 
tanggung jawab para pihak dalam KSO yaitu, sejauh yang diperjanjikan di dalam perjanjian 
kesepakatan pembentukan KSO tersebut. Hak dan Kewajiban dalam perjanjian KSO 
merupakan prestasi yang harus dipenuhi para pihak. Menurut Pasal 1234KUHPerdata, prestasi 
yang dijanjikan itu adalah: 
1. Untuk memberi sesuatu  
 
31 Ibid, hlm.139. 
2. Untuk berbuat sesuatu 
3. Untuk tidak berbuat sesuatu 
F. Kedudukan KSO 
        Dalam praktik, baik untuk berbagai tujuan, baik hukum, perpajakan, dan keuangan 
terdapat berbagai entitas non korporasi dan struktural yang digunakan ntuk mengoperasikan 
bisnis, atau untuk memegang inventasi real estate atau dalam entitas lainnya atau melaksanakan 
proyek terpisah sebagai KSO. Jadi KSO dapat berkedudukan sebagai:32 
1. Perusahaan atau korporasi (umumnya PT) 
2. Bentuk lainnya seperti perusahaan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham 
atau firma atau kongsi 
3. Sebatas perjanjian kontraktual 
G. Pembubaran KSO 
          KSO yang cara pendirian dan karakteristik modalnya dipersamakan dengan Persekutuan 
Perdata maka tata cara  Pembubaran sama dengan Pembubaran pada Persekutuan Perdata yaitu 
tunduk pada Pasal 1646 – 1652 KUHPerdata 
Dengan demikian yang menjadi sebab bubarnya KSO adalah: 
1. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian 
2. Musnahnya barang yang digunakan untuk tujuan KSO atau karena tercapainya tujuan itu 
3. Karena kehendak beberapa peserta atau salah satu peserta dalam KSO 
4. Karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, dibawah pengampuan, atau hal-hal 
lain yang pertimbangan sah nya diserahkan kepada pengadilan. 
       Persamaan KSO dengan Persekutuan Perdata hanya sebatas pengaturan dalam 
KUHPerdata saja, karena sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2018 tentang 
Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata yang 
mengatur mengenai tata cara pendirian dan pembubaran suatu Persekutuan Perdata, namun di 
dalam peraturan tersebut tidak diatur mengenai  pendirian dan pembubaran KSO, sehingga 
KSO tidak perlu mengajukan permohonan pendirian dan pembubaran yang didaftarkan kepada 
Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. 
 
32 Op.cit, Sukarnaen Suwanto, hlm.98. 
H. Pertanggungjawaban Badan Usaha KSO kepada Pihak Ketiga Yang Dirugikan 
         Praktik KSO yang bertujuan untuk menopang masing-masing anggota perusahaan 
pembentuknya agar dapat maksimal melakukan tujuan perusahaan tidak selalu berjalan 
sempurna. Terdapat beberapa keadaan yang terjadi di dalam KSO yang menimbulkan kerugian 
disebabkan baik dari salah satu badan usahapembentuk KSO atau dari pihak ketiga sehingga 
menyebabkan pendirian KSO harus berhenti atau dibubarkan, dalam hal terjadi wanprestasi 
yang dilakukan KSO terhadap pihak ketiga sehingga pihak ketiga menderita kerugian, maka 
berdasarkan ketentuan Pasal 1618 KUHPerdata, KSO dikategorikan sebagai persekutuan 
perdata bukan badan hukum dengan harta kekayaan terpisah terhadap sekutunya, maka dengan 
demikian seorang kreditur hanya dapat menuntut piutangnya atas harta yang merupakan bagian 
dari anggota debitur dan tak dapat menuntut piutangnya atas harta persekutuan perdata.33 
       Pasal 1642 KUHPerdata menyatakan para persero tidaklah terikat masing-masing untuk 
seluruh utang perseroan dan masing-masing persero tidaklah dapat mengikat persero-persero 
lainnya jika mereka tidak memberikan kuasa kepadanya.34 Jika menurut undang-undang tiap-
tiap anggota perseroan hanyalah dapat mengikat dirinya sendiri kepada pihak ketiga, ia tidak 
dapat mengikatkan anggota lainnya kecuali jika mereka memberi kekuasaan khusus untuk 
bertindak atas nama mereka, dan karena  itu yang bertanggung jawab terhadap pihak ketiga 
hanyalah anggota yang bertindak keluar itu. 
       Dengan demikian, KSO hanya dapat bertanggungjawab apabila para perusahaan 
pembentuknya mengkuasakan secara khusus kepada salah satu anggota untuk bertindak atas 
nama KSO, dan pertanggungjawaban tersebut secara tanggung renteng dilakukan oleh badan 
usahaanggota KSO. Adapun bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat dimintakan sebagai 
berikut:35 
1. Pemenuhan Prestasi 
2. Ganti Rugi 
3. Ganti rugi dan pemenuhan prestasi ditambahkan dengan kemungkinan penggantian 
kerugian selanjutnya bila ada persetujuan timbal balik, maka pihak ketiga dapat menuntut 
pembatalan dan ganti kerugian, membayar denda, bunga dan biaya. 
1.4 Pengertian Perjanjian 
 
33 C.S.T Kansildan Christine S.T Kansil, Op.cit, hlm.72. 
34 C.S.T Kansil, dan Christine S.T Kansil, Op.cit, hlm.73. 
35Tengker F, Hukum Suatu Pendekatan Elementer, (Bandung:Nova, 1993), hlm. 80. 
Menurut Subekti, perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang 
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.36 Untuk menjadi 
sah, suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1320 KUPerdata, 
yaitu sebagai berikut ini: 
1) Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan diri di dalam perjanjian 
2) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 
3) Mengenai suatu hal tertentu 
4) Untuk suatu sebab yang halal 
 
A. Subjek Perjanjian 
        Suatu perjanjian melibatkan paling sedikit 2 (dua) subjek hukum yang saling sepakat 
mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu sampai pada batas waktu tertentu. Adapun subjek 
dalam perjanjian adalah: 
1. Orang 
        Orang (persoon) atau manusia dalam pengertian biologis ialah gejala dalam alam, gejala 
biologika yaitu makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya37 
sedangkan dalam pengertian yuridis ialah gejala dalam hidup bermasyarakat yang menjadi 
pusat perhatian di dalam hukum38 
Orang dalam kedudukannya untuk dirinya sendiri sebagai pribadi merupakan pemangku hak 
dan kewajiban. Orang sebagai pendukung hak dan kewajiban mulai sejak lahir dan baru 
berakhir apabila mati. Namun, pengertian orang sebagai pemangku hak dan kewajiban tidaklah 
menjadi syarat utama untuk menjadikan orang tersebut dapat atau tidak melakukan sesuatu 
perbuatan hukum khususnya melakukan perjanjian, karena sebagaimana telah dijelaskan 
sebelumnya suatu perjanjian sah apabila syarat subjektif dan objektifnya terpenuhi dan menurut 
Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat subjektif sah perjanjian adalah subjek hukum yang 
cakap untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Dengan demikian pengertian orang dalam 
lingkup yuridis dibedakan menjadi Orang yang Cakap dan Orang yang tidak Cakap. 
a. Orang Cakap Hukum 
          Subjek dalam perjanjian yang merupakan orang, harus memenuhi syarat umum untuk 
dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat 
 
36 Ibid hlm. 1. 
37 H. Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Alumni:Bandung,1989), hlm 41. 
38 Achamd Ichsan, Hukum Perdata IA, (Jakarta:Pembimbing Masa.1969), hlm 68. 
pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau diperbatasi dalam melakukan 
perbuatan hukum yang sah.39 
Pengertian dewasa menurut hukum beragam besarannya, Pasal 330 KUHPerdata mengatur 
bahwa seseorang dikatakan dewasa secara hukum saat berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau 
sebelum 21 (dua puluh satu) tahun asal telah kawin, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris, mengatakan bahwa pihak yang dianggap dewasa hukum sehingga dapat 
melakukan perbuatan hukum di hadapan notaris baik sebagai penghadap ataupun saksi 
setidaknya berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Maka berdasarkan pengertian 
diatas orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang telah berusia cukup 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait atau sudah kawin dan tidak 
dilarang dalam suatu peratuan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan hukum 
tersebut. 
b. Orang tidak cakap 
     Menurut undang-undang yang termasuk orang tidak cakap melakukan perbuatan hukum 
adalah: 
1) Orang yang belum dewasa 
artinya anak yang masih dibawah 18 (delapan belas tahun) atau 21(dua puluh satu) tahun dan 
belum kawin. 
2) Orang dalam pengampuan 
Orang dalam pengampuan bisa saja dalam ukuran usia telah dewasa hukum, namun karena 
beberapa kondisi seperti gila, dungu, mata gelap, pemboros, dianggap tidak mampu melakukan 
perbuatan hukum dan dinyatakan dalam pengampuan. Hal ini diatur di dalam Pasal 1330 
KUHPerdata dan Pasal 433 KUHPerdata. Namun, orang dalam pengampuan dalam melakukan 
perbuatan hukum untuk kepentingannya dapat diwakilkan oleh wali atau pengampunya yang 
sah yang diberikan izin oleh Pengadilan Negeri untuk mewakili orang-orang yang dalam 
pengampuan tersebut selama perbuatan hukum tersebut untuk kepentingannya sendiri. 
3) Orang yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak dapat 
melakukan perbuatan hukum tertentu 
      Yaitu, orang yang secara umur telah mencapai batasan usia dewasa hukum dan tidak dalam 
pengampuan namun dinyatakan tidak cakap karena oleh hukum ditetapkan baginya pelarangan 
untuk melakukan  perbuatan hukum tersebut. Contohnya orang yang dinyatakan pailit, tidak 
 
39 R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.,  Op.Cit., hlm 17. 
dapat melakukan perbuatan hukum terkait hartanya, melainkan penyelesaian hutang-
piutangnya dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan. 
2.  Badan hukum 
        Badan hukum (Rechtpersoon) juga dianggap sebagai subjek hukum, karena 
kedudukannya yang sama seperti orang, yaitu pemangku hak dan kewajiban serta dapat 
menuntut dan dituntut di muka pengadilan, dengan demikian meskipun secara wujud, badan 
hukum tidak dapat disamakan dengan orang, namun secara fungsi dan kedudukannya badan 
hukum seolah-olah sama seperti orang, karena badan hukum dapat melakukan perbuatan-
perbuatan hukum dan hubungan hukum seperti melakukan perjanjian jual beli, pinjam 
meminjam, menjaminkan, dan lain lain selama berhubungan dengan lingkup benda dan harta 
kekayaan.Badan hukum dikenal sebagai legal entity, yaitu badan atau organisasi yang oleh 
hukum diperlakukan sebagai subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban40 
Badan Usaha yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum memiliki ciri-ciri sebagai 
berikut:41 
i) Adanya pemisahan harta kekayaan antara badan usaha dengan pemilik perusahaan; 
ii) Adanya tujuan yang jelas; 
iii) Adanya organ atau pengurus yang teratur. 
a. Jenis Badan Hukum 
      Badan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Badan Hukum Publik dan Badan 
Hukum Privat. Di Indonesia kriteria yang dipakai untuk menentukan jenis badan hukum ada 2 
macam:42 
1) Berdasarkan terjadinya 
       Badan hukum publik terjadi karena diidirkan oleh pemerintah, sedangkan badan hukum 
privat terjadi karena didirikan oleh perseorangan. 
2) Berdasarkan lapangan kerjanya 
       Yaitu apakah lapangan pekerjaan itu untuk kepentingan umum atau tidak. Kalau lapangan 
pekerjaan itu untuk kepentingan umum maka itu adalah badan hukum publik, sedangkan kalau 
lapangan pekerjaan untuk kepentingan perseorangan maka badan hukum itu termasuk badan 
hukum privat. 
Contoh badan hukum publik:  
 
40 Ramlan, Hukum Dagang, Perkembangan Buku Kesatu Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia,( 
Malang:Setara Press, 2016), hlm.78. 
41 Santosa Sembiring, Hukum Perseroan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung:Nuansa Aulia,2006), hlm. 33. 
42 H. Riduan Syarani, op.cit, hlm 55. 
Instansi pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD). 
Contoh Badan hukum privat: 
Firma, CV, Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan. 
b. Peraturan tentang Badan Hukum 
       Dalam KUHPerdata pengertian Badan hukum diatur dalam Buku III tentang Perikatan 
Pasal 1653. Dengan diaturnya badan hukum dalam buku III perikatan, maka KUHPerdata 
memandang bahwa badan hukum merupakan perikatan atas suatu perjanjian yang dibuat 
beberapa pihak untuk membuat suatu badan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan 
kewenangan dapat melakukan perbuatan hukum dibidang perdata khusus harta kekayaan.  
Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan hukum secara khusus 
yaitu: Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang 
Yayasan. 
B. Asas-Asas Perjanjian 
        Asas merupakan suatu landasan abstrak yang sangat fundamental yang mempengaruhi 
pembentukan suatu norma. Suatu norma yang baik adalah norma yang mencerimankan nilai-
nilai pada suatu asas tertentu, dengan demikian apabila suatu norma bertentangan dengan asas, 
maka norma tersebut tidak dapat berlaku sebagaimana mestinya, dengan demikian asas 
berperan sangat penting dalam suatu pembentukan norma. Demikian juga apabila suatu perkara 
mengenai perbuatan hukum tidak atau belum ada norma yang mengaturnya, maka hakim dapat 
menjadikan asas sebagai dasar untuk mengadili dan memutus perkara. 
Hukum Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata juga menganut beberapa asas, adapun asas 
tersebut adalah:43 
1. Asas kebebasan berkontrak 
     Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa  semua perjanjian yang dibuat secara 
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas kebebasan 
berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat 
atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi 
perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu 
 
43 Riduan Syahrani, op.cit, hlm. 204. 
 
tertulis atau lisan, asalkan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai 
kepatutan dalam masyarakat.44 
2. Asas konsensualisme 
      Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Bahwa 
salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan 
adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau 
biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligator yakni melahirkan kewajiban 
bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. 
3. Asas pacta sunt servanda 
 Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan 
dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak 
ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana 
layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi 
kontrak yang dibuat oleh para pihak.Asas pacta sunt servanda didasarkan pada Pasal 1338 ayat 
(1) KUHPerdata yang meyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. 
 
 
4. Asas itikad baik 
       Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam  Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdatayang 
menegaskan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas 
bahwa para pihak, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau 
keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. 
Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, yaitu: 
a. Asas Itikad Baik dalam Arti Subjektif 
        Kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak 
pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Iktikad baik dalam arti 
subjektif diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdata. 
b. Asas Itikad Baik dalam Arti Objektif 
       Pelaksanaan suatu perjanjian harus berdasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. 
Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. 
 
44  Riduan Syahrani, loc.cit. 
Pembentukan Perjanjian harus dilandasi oleh asas umum perjanjian, yaitu Asas 
Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Pacta Sun Servanda, dan Asas Itikad Baik. 
Asas-asas yang melandasi perjanjian tersebut memberikan pemahaman bahwa perjanjian tidak 
dapat terjadi bila para pihak di dalamnya tidak sepakat untuk saling mengikatkan diri serta 
memberikan ruang kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri syarat dan 
ketentuan dalam perjanjian sesuai kesepakatan para pihak, namun kebebasan tersebut bersifat 
tidak mutlak karena harus menaati peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban 
umum, kemudian perjanjian yang dibuat berlaku sebagai hukum yang mengikat hanya terhadap 
para pihak dalam perjanjian tersebut, sehingga para pihak wajib melaksanakan setiap ketentuan 
dalam perjanjian dengan itikad baik untuk kepentingan para pihak.  
C. Syarat Sah Perjanjian 
Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 
KUHPerdata, yaitu: 
1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya: 
artinya, Perjanjian baru akan sah berlaku apabila para pihak saling sepakat untuk 
mengikatkan diri dalam perjanjian, ayat ini merupakan perwujudan asas kebebasan 
berkontrak yang menjadi landasan suatu perjanjian. 
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan: 
Cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum  
secara sah yaitu harus sudah dewasa sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu 
peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.45 
3. Suatu hal tertentu; 
Suatu hal tertentu mengartikan bahwa objek dalam perjanjian harus tertentu  dan jelas. 
Pasal 1333 KUHPerdata menjelaskan bahwa barang yang menjadi objek perjanjian harus 
hal tertentu minimal jenisnya. 
4. Suatu sebab yang halal. 
Menurut Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang 
telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.46 
D. Pembatalan Perjanjian 
 
45 H. Riduan Syahrani, op.cit,Hlm.208. 
46 Ibid, hlm.211. 
       Dalam berbagai Pasal dalam Buku KUHPerdata dapat disimpulkan bahwa pembatalan 
perjanjian digambarkan dalam penjelasan sebagai berikut: 
1. Pembatalan Mutlak (Absolute Nietigheid)47 
      Pembatalan mutlak adalah suatu keadaan dimana perjanjian harus dianggap batal, 
meskipun tidak diminta oleh suatu pihak, dan perjanjian ini dianggap tidak pernah ada dari 
semula dan terhadap siapapun juga. Pembatalan mutlak terjadi karena suatu perjanjian tidak 
mengindahkan ketentuan pembuatan perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata juga yang 
klausanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban 
umum. 
     Pembatalan perjanjian secara mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal dasar hukumnya 
terdapat pada Pasal 1265 KUHPerdata. Menurut Pasal tersebut bahwa apabila suatu syarat batal 
dipenuhi, maka keadaan tersebut membuat perikatan terhenti dan membawa segala sesuatu 
kembali kepada keadaan semula seperti keadaan saat perikatan itu belum dilakukan sehingga 
seolah-olah keadaan tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dilakukan. Salah satu contoh 
syarat pembatalan yang dimaksut dalam Pasal 1265 KUHPerdata ini adalah tidak terpenuhi 
unsur objektif sebagai syarat sahnya perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, 
misalnya perjanjian jual beli organ tubuh manusia, maka perjanjian jual beli tersebut dengan 
sendirinya batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi. 
2. Pembatalan Tak Mutlak (relatief)48 
Pembatalan perjanjian secara tidak mutlak hanya dapat terjadi bila dimintakan pembatalannya 
diminta oleh orang-orang tertentu dan hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu.49 
Pembatalan tidak mutlak dibagi lagi menjadi 2 (dua) pengertian: 
a. Pembatalan atas kekuatan sendiri (nietig serta van rechtswegenietig), dimana hakim 
diminta untuk menyatakan batal suatu perjanjian. Misalnya perjanjian yang dibuat oleh 
orang dalam pengampuan. 
b. Pembatalan Belaka oleh Hakim (vernitigbaar) yang putusannya harus berbunyi 
“membatalkan”. Misalnya perjanjian yang dibuat secara Paksaan, kekeliruan, atau 
penipuan. 
 
47R. Wirjono Prodjodikoro. op.cit. hlm. 121. 
48Ibid. 
49ibid 
       Pasal 1266 KUPerdata mengatur mengenai batalnya perjanjian apabila terjadi wanprestasi, 
namun pembatalan tersebut tidak batal demi hukum, sehingga dibutuhkan penetapan 
pengadilan untuk menyatakan perjanjian tersebut menjadi batal. Perjanjian yang dapat 
dibatalkan oleh pengadilan karena wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, apabila ada 
kerugian yang diderita salah satu pihak, maka Pihak yang menyebabkan kerugian tersebut 
wajib memperbaiki dan membayar kerugian tersebut dalam bentuk penggantian biaya, 
kerugian, dan bunga. (Pasal 1267 KUHPerdata) 
E. Berakhirnya Perjanjian 
Berakhirnya suatu perjanjian terjadi karena hal-hal berikut: 
1. Jangka waktu dalam perjanjian berakhir. 
Perjanjian berakhir bila jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah terjadi. 
Berakhirnya perjanjian karena jangka waktu ini, dapat diakhiri lebih awal dari waktu yang telah 
ditentukan atau dapat juga diperpanjang selama para pihak menghendaki. 
a. Hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi dengan seluruhnya 
Suatu perjanjian berakhir apabila perikatan telah selesai dilaksanakan para pihak, dan 
tidak ada pihak yang merasa hak dan kewajibannya belum terpenuhi. Dengan demikian, 
seluruh perikatan telah terpenuhi seluruhnya oleh para pihak. 
b. Dinyatakan berakhir oleh para pihak dengan kesepakatan 
Para pihak yang menghendaki berakhirnya suatu perjanjian kemudian menyatakannya 
baik secara lisan maupun tertulis, maka menjadikan perjanjian tersebut berakhir.Terkait 
prestasi yang belum terpenuhi pada saat dinyatakan berakhir oleh para pihak, tetap 
menjadi tangung jawab masing-masing pihak yang wajib memenuhi prestasi tersebut. 
c. Berakhir karena pembatalan perjanjian baik demi hukum atau dengan pembatalan 
perjanjian 
Sebagaimana penjelasan dalam pembatalan perjanjian, berakhirnya perjanjian karena 
dibatalkan karena perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat Subjektif atau objektif sah suatu 
perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 
F. Jenis-jenis Perjanjian 
1. Perjanjian Bernama (Benoemd).  
Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya 
perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang berdasarkan tipe 
yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian ini diatur dalam Bab V sampai dengan Bab 
XVIII KUHPerdata.50  
2. Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd).  
Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemd) adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam 
KUHPerdata, tetapi terdapat dalam masyarakat akibat kebutuhan masyarakat yang berkembang 
dinamis. Perjanjian ini seperti perjanjian pemasaran, perjanjian kerja sama. Di dalam 









1.1 Jenis Penelitian 
        Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yang pada 
hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif 
sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan 
kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya1 
1.2 Pendekatan Penelitian   
        Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa macam metode pendekatan 
penelitian, diantaranya adalah: 
A. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) 
        Pendekatan perundang-undangan(statute approach) pendekatan ini dipergunakan karena 
menurut penulis peraturan perundang-undangan juga menjadi landasan terbentuknya suatu 
hubungan hukum,sehingga dalam penelitian ini penulis menganalisa atau menelaah berbagai 
peraturan perundang-undangan yaitu keentuan pada Pasal 1340 dan Pasal 1341 KUHPerdata 
terkait denganperlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan atas tindakan badan usaha 
KSO.  
B. Pendekatan konseptual (conceptual approach) 
        Pendekatan konseptual (conceptual approach) diawali dengan pandangan-pandangan, 
teori-teori dan doktrin-doktrin oleh para ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. 
Dengan mempelajari hal-hal tersebut, akan ditemukan ide-ide yang mana akan melahirkan 
suatu pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan 
dengan permasalahan yang diteliti, serta dengan pendekatan konsep itu pula dapat dibuat 
argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan.2Dalam penelitian 
ini, pendekatan konsep tersebut dilakukan pada konsep perjanjian yang dikaitkan sebagai dasar 
terbentuknya badan Usaha KSO. 
1.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
A. Jenis Bahan Hukum 
 
1 Amiruddin H. Zainal Asikin,Pengantar MetodePenelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, 
hlm.166. 
2Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, (Yogyakarta:Pustaka 
Pelajar,2013), hlm.187. 
Dalam penelitian yuridis normatif ini, penulis menggunakan beberapa jenis bahan hukum, 
yaitu: 
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan merupakan sumber 
utama dalam penelitian ini, yaitu: 
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
b. Perjanjian Kerjasama Operasional Ciputra Group dengan PT Karyapancasakti 
Nugraha 
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang 
bahan hukum primer sebagai pembantu dan penunjang dalam memahami dan menganalisa 
bahan hukum primer, yaitu terdiri dari: 
a. Buku-buku literatur (library research) yang membahas mengenai hukum perjanjian, 
badan usaha, dan contract drafting. 
b. Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hukum perjanjian, badan usaha, 
dan contract drafting. 
c. Pendapat dan pandangan ahli hukum mengenai perlindungan hukum pihak ketiga yang 
dirugikan atas tindakan  KSO. 
d. Artikel-artikel, baik artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan 
penelitian terkait. 
3. Bahan Hukum Tersier 
      Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang data hukum 
primer maupun sekunder, antara lain ensiklopedi, kamus hukum sebagai penunjang dan 
pelengkap data sekunder lainnya. 
B. Sumber Bahan Hukum 
      Sumber bahan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini, baik bahan 
hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier diperoleh antara lain dari: 
 
1. Sumber Bahan Hukum Primer 
a. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Malang; 
b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang; 
c. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (Depok). 
2. Sumber Bahan Hukum Sekunder 
a. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Malang; 
b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang; 
c. Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (Depok); 
d. Penelusuran Pustaka Pribadi. 
3. Sumber Bahan Hukum Tersier 
a. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Malang; 
b. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang. 
1.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum 
        Dalam proses pengumpulan data, peneliti menggunakan cara Studi Kepustakaan, yaitu: 
A. Menginventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah KSO/JO.  
B. Menginventarisir bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan 
permasalahan penelitian. 
1.5 Teknik Analisis Bahan Hukum 
        Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara Interpretasi Sistematis, yaitu 
pengolahan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-
bahan hukum tertulis, pengolahan dilakukan dengan cara seleksi bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum 
dan menyusun hasil penelitian secara sistematis, dilakukan secara logis, yang mana ada 
keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan yang lain untuk mendapatkan gambaran 
umum dari hasil penelitian.3  Dengan demikian, penulis menyusun dan mengelola keterkaitan 
dan hubungan antara perlindungan hukum pihak ketiga yang dirugikan atas perbuatan badan 
usaha KSO, dengan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan, 
penjelasan undang-undang terkait, teori-teori, dan pendapat para ahli serta bahan hukum 







PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN AKIBAT 
PEMBUBARAN BADAN USAHA KERJASAMA OPERASIONAL 
1.1 Kedudukan hukum KSO AB dalam hukum positif Indonesia 
       Berbicara perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat bubarnya Badan 
Usaha KSO, maka perlu diulas terlebih dahulu mengenai kedudukan hukum Badan Usaha KSO 
itu sendiri dalam hukum positif Indonesia, karena dengan mengetahui kedudukannya dalam 
hukum positif, kita akan mudah mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum kepada 
pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukannya, hal tersebut karena hukum positif 
mengatur mengenai pertanggungjawaban badan usaha menurut jenis dan status hukumnya 
kepada pihak ketiga dan sebagaimana yang telah kita ketahui hukum positif Indonesia 
mengenal 2 (dua) jenis badan usaha, yaitu: 
A. Badan usaha berbadan hukum  
Yaitu badan usaha yang memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan peraturan perundang-
undangan terkait. Contohnya ialah: 
1. Perseroan Terbatas (PT)  
PT dikategorikan sebagai badan hukum, karena sebagaimana pendirian dan segala perubahan-
perubahannya mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. 
2. Koperasi 
Pengaturan mengenai badan usaha Koperasi sebagai badan hukum diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang 
Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi, yang mana pada saat ini Undang-Undang Nomor 17 
tahun 2012 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak memenuhi 
maksud dan tujuan hukum, sehingga harus diadakan perubahan peraturan perundang-undangan 
yang terbaru. 
3. Yayasan 
Yayasan merupakan badan hukum yang bertujuan untuk kemanfaatan sosial, kemanusiaan 
dan/atau keagamaan. Umumnya yayasan bersifat non-profit, namun tidak sedikit ditemukan 
yayasan yang bertujuan memperoleh profit dalam menjalankan kegiatannya. Yayasan diakui 
sebagai hukum oleh Undang-Undang nomor nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan. 
B. Badan Usaha Bukan Badan Hukum 
      Badan usaha bukan badan hukum adalah perkumpulan beberapa subjek hukum yang 
menjalankan usaha dengan saling berjanji dan sepakat untuk memasukan modal ke dalam 
badan usaha (inbreng) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba, serta 
pertanggungjawaban atas keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama.  
     Modal yang diberikan oleh para sekutu dalam badan usaha bukan badan hukum, tidak hanya 
harus berbentuk uang, namun bisa juga berupa barang, alat, keahlian, dan lain sebagainya yang 
oleh para pihak disepakati sebagai modal yang dapat membantu kelancaran jalannya kegiatan 
badan usaha.  
Dibawah ini merupakan penjelasan dari badan usaha bukan badan hukum yaitu: 
1.  Persekutuan Perdata 
Pengaturan  mengenai Persekutuan Perdata terdapat dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 
1652 KUHPerdata. Pasal 1816 KUHPerdata mendefinisikan Persekutuan Perdata sebagai suatu 
persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu (inbreng) ke 
dalam persekutuan itu dengan maksut supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu 
dibagi diantara mereka. 
Hubungan hukum yang tercipta dalam Persekutuan Perdata bersifat pribadi dan personal 
hanya kepada para anggota yang mengikatkan diri kepada pihak ketiga, dengan demikian 
berdasarkan ketentuan Pasal 1643 KUHPerdata, pihak ketiga hanya dapat melaksanakan 
kewajiban dan menuntut hak nya kepada anggota yang melakukan perbuatan hukum 
dengannya saja. Prinsip tersebut juga berlaku pada harta kekayaan dalam Persekutuan Perdata, 
setiap harta dalam persekutuan bersifat pribadi mengikat para anggota-anggotanya, maka 
seorang kreditur hanya dapat menuntut piutangnya atas harta yang merupakan bagian dari 
anggota debitur dan tak dapat menuntut piutangnya atas harta persekutuan perdata.1 
Pengecualian atas prinsip tersebut berlaku apabila para anggota dalam persekutuan 
memberikan kuasa secara khusus kepada persekutuan untuk mewakilkan para anggota 
 
1 C.S.T Kansildan Christine S.T Kansil, Op.cit, hlm.72. 
persekutuan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Ketentuan mengenai 
pemberian kuasa tersebut terdapat dalam Pasal 1642 KUHPerdata, yang mengatakan: 
“ Para sekutu tidaklah terikat masing-masing untuk seluruh utang perekutuan; dan 
masing-masing sekutu tidaklah dapat mengikat sekutu-sekutu lainnya, jika mereka ini 
tidak telah memberikan kuasa kepadanya untuk itu” 
 Menurut undang-undang tiap-tiap anggota perseroan hanyalah dapat mengikat dirinya 
sendiri kepada pihak ketiga, ia tidak dapat mengikatkan anggota sekutu lainnya kecuali jika 
mereka memberi kekuasaan khusus untuk bertindak atas nama mereka, dan karena  itu yang 
bertanggung jawab terhadap pihak ketiga hanyalah anggota yang bertindak keluar itu. 
      Pembubaran Persekutuan Perdata diatur dalam Pasal 1646 – 1652 KUHPerdata, adapun 
bubarnya suatu persekutuan perdata adalah karena: 
a. Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian 
b. Musnahnya barang yang digunakan untuk tujuan persekutuan perdata atau karena 
tercapainya tujuan itu 
c. Karena kehendak beberapa peserta atau salah satu peserta 
d. Karena salah seorang dari peserta meninggal dunia, dibawah pengampuan, atau hal-hal lain 
yang pertimbangan sah nya diserahkan kepada pengadilan. 
 
2. Firma 
      Firma adalah suatu jenis persekutuan perdata khusus didirikan untuk menjalankan 
perusahaan dengan nama bersama, Firma diatur dalam Pasal 16-35 KUHD. Berbeda dengan 
Persekutuan perdata yang anggota hanya dapat mengikat dirinya sendiri dengan pihak ketiga, 
Firma justru memberikan memberikan ruang kepada para anggota Firma untuk bertindak atas 
nama Firma, bahkan memberikan kekuasaan kepada para anggota Firma yang satu untuk 
mengikat anggota-anggota Firma lainnya dengan pihak ketiga. (Pasal 17 KUHD) 
Pemberian kekuasaan tersebut, menjadikan bentuk pertanggungjawaban Firma kepada 
pihak ketiga bersifat tanggung renteng. Artinya setiap kewajiban yang timbul akibat 
persetujuan perbuatan hukum yang dilakukan anggota Firma mengikat anggota lainnya dan 
wajib dilaksanakan secara bersama-sama oleh anggota lainnya. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 31 KUHD, Pembubaran Firma diwajibkan dengan akta 
otentik dan harus didaftarkan ke menteri kehakiman dan diumumkan dalam surat kabar resmi. 
Mengenai pendaftaran dan perubahan Firma, belakangan  ini diatur lebih lanjut dalam 
Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, 
Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. 
3. Persekutuan Komanditer 
Mengenai Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Venootschaaf (CV) diatur dalam 
Pasal 9-21 KUHD. Pengertian dari Persekutuan Komanditer adalah suatu perseroan untuk 
menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero 
yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan 
satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter) pada pihak lain2 Ciri khas dari 
Persekutuan Komanditer adalah memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. 
Persekutuan Komanditer memiliki 2 (dua) macam sekutu yaitu sebagai berikut:3 
a. Sekutu Komplementer, yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan 
b. Sekutu komanditer, yaitu sekutu pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan 
Hubungan hukum yang terbentuk dalam Persekutuan Komanditer ialah  hanya sekutu aktif 
yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sehingga pihak ketiga hanya 
dapat menuntut pertanggungjawaban pada sekutu aktif.  
Pembubaran Persekutuan Perdata diwajibkan dibuat dalam bentuk akta otentik dan 
didaftarkan kepada Sistem Administrasi Badan Hukum serta dikabarkan melalui surat 
kabar resmi. 
4. KSO sebagai Persekutuan Perdata (maatschaap) 
           Sedikit ulasan mengenai badan usaha menurut hukum positif tersebut di atas, kemudian 
membawa kita pada pertanyaan bagaimana hal nya dengan badan usaha Kerjasama 
Operasional, dalam pembahasan ini yaitu kedudukan KSO AB dalam tatanan hukum positif 
Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa Badan Usaha Kerjasama 
Operasional (KSO) adalah badan usaha yang beberapa waktu belakangan ini sering dibentuk 
oleh para pelaku usaha.  
Pembentukan badan usaha KSO dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi yang semakin 
tidak menentu, seperti persaingan usaha yang semakin ketat, tingginya biaya produksi, 
 
2 C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, hlm.84. 
3 Zaeni Asyhadie, , Op.cit, hlm.39. 
keterbatasan sumber daya manusia dan faktor lainnya yang menjadi ancaman bagi pelaku usaha 
dalam menjalankan usahanya.  
Dibentuknya KSO merupakan strategi bisnis yang cukup ampuh dengan tujuan untuk 
meminimalisirkan resiko terhadap permasalahan-permasalahan ekonomi yang disebutkan 
sebelumnya.  Pendirian badan usaha KSO berdasarkan perjanjian atas kesepakatan dan 
persetujuan antara beberapa subjek hukum (baik perorangan atau badan usaha lain) yang 
biasanya dituangkan dalam perjanjian tertulis berbentuk akta notaris, dimana dalam perjanjian 
tersebut dijelaskan hak dan kewajiban serta maksut dan tujuan dari badan usaha KSO. Dengan 
ditandatangani perjanjian KSO oleh para pihak, maka lahirlah badan usaha baru yang bernama 
KSO, dengan demikian pendirian dan anggaran dasar badan usaha KSO tidak membutuhkan 
pengesahan dari negara dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan tidak perlu 
diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana hal tersebut 
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada badan usaha dibawah ini, yaitu: 
1. Perseroan Terbatas 
     Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, wajib untuk mendaftarkan pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubarannya 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. 
2. Yayasan 
     Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan, 
wajib untuk mendaftarkan pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubarannya kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. 
3. Koperasi 
     Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang kemudian 
dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi, namun pada saat ini 
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi dianggap 
tidak berlaku, bahwa Koperasi wajib untuk mendaftarkan pendirian, perubahan anggaran dasar, 
dan pembubarannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem 
Administrasi Badan Usaha. 
4.   Persekutuan Perdata, Persekutuan Komanditer (CV), dan Firma                Berdasarkan 
ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 
tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, 
bahwa wajib untuk mendaftarkan pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubarannya 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha. 
      Dapat disimpulkan, bahwa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas badan 
usaha yang telah disebutkan  diatas, badan usaha KSO tidak dapat dikatakan sebagai Badan 
Usaha Berbadan Hukum dan tidak dapat juga dikategorikan sebagai Badan Usaha Bukan 
Badan Hukum menurut pengertian badan usaha dalam Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2018 
tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, 
karena seperti dijelaskan sebelumnya, Badan Usaha KSO tidak melakukan permohonan 
pendaftaran pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran kepada Menteri Hukum 
dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Usaha sebagaimana hal tersebut 
diatur dan diwajibkan kepada badan usaha bukan badan hukum dalam Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan 
Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. 
      Pasal 1618 KUHPerdata memberi definisi persekutuan perdata, yaitu persetujuan antara 
dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukan sesuatu (inbreng) ke dalam perseroan itu 
dengan maksut supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka, 
pengertian yang diberikan Pasal 1618 KUHPerdata tersebut maka memenuhi unsur-unsur 
pembentukan KSO, sehingga KSO menurut KUHPerdata merupakan Persekutuan Perdata, 
namun dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2018, maka terjadi perbedaan 
definisi Persekutuan Perdata  karena menurut Permen 17/2018 mengatakan bawah persekutuan 
perdata adalah : 
“sebagai persekutuan beberapa subjek hukum untuk menjalankan profesi secara   terus 
menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama diri sendiri serta bertanggung jawab 
sendiri terhadap pihak ketiga.” 
    Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri no 17 tahun 2018 tentang 
Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, 
Persekutuan Pedata hanya sebatas perkumpulan Profesi yang masing-masing sekutu bertindak 
mewakilkan dirinya sendiri kepada pihak ketiga, sehingga apabila terjadi kerugian, 
wanprestrasi, atau masalah hukum lainnya, tiap sekutu bertanggungjawab sendiri kepada pihak 
ketiga dan sekutu yang lain tidak turut terlibat. 
      Definisi persekutuan perdata yang diberikan oleh Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2018 
tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata 
tersebut tentu sangat jauh berbeda dengan pelaksanaan badan usaha KSO yang ada selama ini, 
khususnya KSO AB, karena badan usaha KSO AB bertindak atas nama dirinya sendiri dalam 
melakukan perjanjian, sekutu tidak turut bertindak, sehigga tanggung jawab kepada pihak 
ketiga ditanggung sepenuhnya oleh badan usaha KSO.  
     Dengan terdapatnya perbedaan pengertian Persekutuan Perdata dalam peraturan perundang-
undangan, maka akan sedikit sulit menentukan kedudukan KSO dalam subjek perjanjian atau 
perbuatan hukum lainnya, karena pada akhirnya yang menentukan suatu 
badan/perkumpulan/perhimpunan sebagai badan hukum atau tidak adalah hukum positif yakni 
hukum yang berlaku pada suatu daerah atau negara tertentu, waktu tertentu, dan masyarakat 
tertentu. Misalnya di Perancis dan  Belgia hukum positifnya mengakui Perseroan Firma sebagai 
badan hukum, sedangkan di Indonesia hukum positifnya tidak mengakui sebagai badan 
hukum.4 Maka dengan demikian, di Indonesia Perseroan Firma bukanlah badan hukum dan 
demikian juga hukum positif Indonesia dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan 
Firma dan Persekutuan Perdata tidak mengakui badan usaha KSO sebagai badan usaha baik 
sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian 
hukum mengenai kedudukannya dan kaitannya kepada kerugian yang diderita pihak ketiga 
akibat kedudukan KSO sebagai subjek dalam perjanjian.  
      Perbedaaan antara pengertian Persekutuan Perdata sebagaimana dimaksut Pasal 1618 
KUHPerdata dan dalam ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 
17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan 
Persekutuan Perdata, memberikan kesimpulan bahwa KSO AB tidak dianggap sebagai badan 
usaha persekutuan perdata oleh peraturan menteri tersebut, sehingga dengan demikian KSO 
AB merupakan sebuah produk perjanjian antara para pihak didalamnya (PT A dan PT B) 
dimana sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata, dengan demikian dapat 
disimpulkan dalam bab pembahasan ini, bahwa badan usaha KSO merupakan Persekutuan 
Perdata yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata.  
Karakterisitk KSO AB sebagai bentuk dari Persekutuan Perdata, apabila terjadi 
wanprestasi, kerugian atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak ketiga, maka hanya 
anggota persekutuan yang bertindak secara langsung dengan pihak ketiga saja yang dapat 
dituntut pemenuhan prestasi tersebut. Pihak ketiga tidak dapat menuntut anggota persekutuan 
lain dalam KSO bila anggota tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengannya.  
 
4 H. Riduan Syahrani, op.cit hlm 58. 
Pembubaran KSO AB juga dapat dilaksanakan sebagaimana pembubaran persekutuan 
perdata yang diatur dalam Pasal 1647 dan 1649 KUHPerdata, yang menyatakan: 
Pasal 1647  
“Pembubaran persekutuan-persekutuan yang dibuat untuk suatu waktu tertentu, 
sebelum waktu itu lewat tidaklah dapat dituntut oleh salah seorang sekutu selainnya 
atas alasan yang sah; sebagaimana jika seorang sekutu lain tidak memenuhi 
kewajibannya atau jika seseorang sekutu lain karena sakit terus menerus menjadi tidak 
cakap melakukan pekerjaannya untuk persekutuan, atau lain lain hal semacam itu yang 
sah maupun pentingnya diserahkan kepada pertimbangan Hakim” 
Pasal 1649 
“Persekutuan hanya dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang 
sekutu jika persekutuan itu telah dibuat tidak untuk suatu waktu tertentu. Pembubaran 
terjadi, dalam hal tersebut dengan suatu pemberitahuan penghentian kepada segenap 
sekutu lainnya asal pemberitahuan penghentian ini terjadi dengan itikad baik dan tidak 
dilakukan dengan secara tidak memberikan waktu” 
    Demikianlah disimpulkan bahwa KSO AB merupakan badan usaha bukan badan hukum 
berdasarkan ketentuan 1618 KUHPerdata yaitu Badan Usaha Persekutuan Perdata, yang dalam 
bertindak melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, KSO AB melalui Badan 
Pengelola KSO bertindak mewakili dirinya sendiri dan sekutu lainnya serta mengikat dengan 
pihak ketiga. Konsep persekutuan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata 
salah satu pihak tidak dapat mengikat pihak lainnya dengan pihak ketiga, sehingga segala 
akibat atas perbuatan hukum yang dilakukan hanya mengikat pihak yang mengadakan 
perbuatan hukum dengan pihak ketiga, pihak lainnya tidak terlibat, kecuali pihak lainnya 
memberikan kuasa secara khusus kepada pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan 
pihak ketiga untuk turut serta terlibat dalam perbuatan hukum tersebut. 
       Kaitannya dengan KSO AB tidak ditemukan kuasa secara khusus yang diberikan sekutu 
oleh satu sekutu kepada sekutu lainnya, namun di dalam Pasal 9 ayat (6a) Perjanjian KSO AB 
yang dibuat oleh PT A dan PT B diatur mengenai kewenangan Badan Pengelola untuk  
melakukan kerjasama dan tindakan hukum lainnya untuk mewakili KSO AB dengan Pihak 
Ketiga, namun menurut penulis, pengaturan dalam Pasal 9 ayat (6a) Perjanjian KSO AB tidak 
dapat serta merta dikatakan sebagai pemberian kuasa yang dapat dijadikan pengecualian untuk 
mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga, maka pemberian kuasa tersebut untuk 
menghindari keraguan harus secara tegas dinyatakan dalam Pasal tersendiri mengenai 
pemberian kuasa bertindak mewakili sekutu lainnya atau ditungkan dalam lembaran surat 
kuasa tersendiri.  
Tidak adanya kuasa secara khusus tersebut dari PT A dan PT B, kepada Badan Pengelola 
KSO, merupakan suatu penyimpangan yang sangat beresiko dapat dibatalkannya suatu 
perjanjian KSO AB dengan pihak terkait lainnya, karena perjanjian yang dibuat KSO dengan 
pihak ketiga tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1642 KUHPerdata yang mengatur 
harus adanya pemberian kuasa dari para pihak sekutu untuk bertindak melakukan perbuatan 
hukum dengan pihak ketiga. Dengan demikian juga menyebabkan tidak dipenuhinya unsur 
subjektif suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, megingat bahwa 
KSO AB bukanlah subjek hukum, sehingga tidak memenuhi syarat subjektif sahnya perjanjian 
yang akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. 
1.2 Analisis Perjanjian Kerjasama Operasional KSO AB 
A.  Para Pihak 
1. Pihak Pertama, PT A, berkedudukan di Kota Medan, badan usaha bergerak dibidang 
pengembangan dan pembangunan perumahan termasuk sebagai pemilik bidang-bidang 
tanah yang akan dibangun perumahan bersama dengan PT B. 
2. Pihak Kedua PT B, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, badan usaha bergerak dibidang 
pengembangan dan pembangunan perumahan. 
B. Objek Perjanjian 
Bidang tanah seluas 211,57 ha (dua ratus sebelas koma lima tujuh hektar) terletak di desa 
Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, 
terdaftar atas nama PT B. 
C. Maksud dan Tujuan Perjanjian 
PT A dan PT B sepakat bekerjasama mengembangkan tanah PT B yang dinyatakan sebagai 
tanah KSO AB menjadi kawasan perumahan, komersial dan bentuk property lainnya berikut 
dengan fasilitas-fasilitasnya yang akan dipasarkan kepada umum yang pelaksanaannya 
dilaksanakan secara bersama-sama oleh PT A dan PT B dalam bentuk Kerjasama Operasional 
(KSO) dengan membentuk Badan Pengelola. (Pasal 1 ayat (1) Perjanjian) 
 
 
D. Bentuk Kerjasama 
Bentuk Kerjasama untuk pengembangan proyek adalah KSO dengan membentuk Badan 
Pengelola. (Pasal 3 ayat (1) Perjanjian) 
E. Kesepakatan bagi hasil (Profit Sharing) 
PT A dan PT B sepakat untuk melakukan pembagian keuntungan dengan pembagian 50% PT 
A dan 50% PT B (Pasal 4 ayat (1.b)) 
F. Kesepakatan Patungan Modal Kerja (Sharing Cost) 
1. PT B menyediakan modal kerja KSO sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) 
2. PT A menyediakan lahan untuk dikembangkan menjadi Perumahan X. ( Pasal 6 Perjanjian) 
G. Modal Kerja 
1. Pihak kedua wajib untuk menyelesaikan modal kerja KSO tanpa dikenai bnga maupun 
biaya lainnya yang bersifat pinjaman kepada badan pengelola untuk pengembangan 
proyek. 
2. Pengembalian pinjaman modal kerja KSO dilakukan dengan memperhatikan kondisi 
keuangan proyek dimana setiap  terdapat kelebihan arus kas proyek  
(cash flow) minimal sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah) diluar kewajiban 
lainnya, dicadangkan untuk modal kerja KSO dan sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) 
untuk pengembalian modal kerja KSO kepada Pihak Kedua dan 50% (lima puluh persen) 
sisanya untuk dibagikan sebagai pembagian keuntungan kepada Pihak Pertama dan Pihak 
Kedua sesuai porsi penyertaan modal. 
H. Hak dan Kewajiban Para Pihak 
Kewajiban PT B: (Pasal  8 ayat (2) Perjanjian) 
1. Menyediakan modal kerja untuk pengembangan proyek 
2. Menyediakan technical know how untuk pengembangan dan pemasaran proyek 
3. Bersama-sama dengan PT B membentuk badan Pengelola dengan fungsionaris yang 
berpengalaman dalam pengembangan proyek perusahaan. 
4. Menjalankan seluruh kegiatan manajemen dan operasional proyek melalui badan pengelola 
KSO 
5. Secara bersama-sama dengan PT B, menyediakan karyawan dan alat yang dibutuhkan 
untuk ditempatkan atau diperbantukan pada proyek. 
6. Memberikan bantuan asistensi, supervise maupun karyawan ahli yang diperbantukan 
proyek. 
7. Mengizinkan pemakaian nama, logo, merk jual PT A sebagai atribut proyek selama masa 
kerjasama berjalan. 
8. Mematuhi dan memenuhi segala peraturan yang diatur dalam Perjanjian. 
Kewajiban PT A : (Pasal  8 ayat (1) Perjanjian) 
1. Menyelesaikan sengketa tanah yang akan dijadikan objek perjanjian 
2. Melakukan penitipan asli sertifikat kepada notaris yang ditunjuk guna keperluan tanda 
tangan Akta Jual Beli dengan Pembeli 
3. Menyediakan lahan tanah KSO untuk dikembangkan menjadi perumahan 
4. Memberikan kuasa membangun kepada badan Pengelola KSO untuk melakukan 
pembangunan dan pengeloaan proyek 
5. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah KSO  
6. Mematuhi dan memenuhi segala peraturan yang diatur dalam Perjanjian. 
I. Badan Pengelola KSO 
Badan pengelola KSO ditetapkan berdasarkan Surat Pernyataan dan Keputusan Badan 
Pengelola KSO AB (terlampir) adalah seluruh direktur PT A dan seluruh direktur PT B dengan 
kewenangan bertindak keluar diwakilkan oleh 1 direksi dari PT A bersama-sama dengan 1 
direksi dari PT B. 
Berdasarkan Pasal 9 Perjanjian, Badan Pengelola berwenang sepenuhnya untuk: 
1. Mengelola dan mengendalikan sepenuhnya semua rencana pengembangan dan 
operasional kegiatan proyek. (Pasal 9 ayat (5) Perjanjian) 
2. Berwenang untuk bertindak untuk kepentingan dan atas nama KSO, untuk melaksanakan 
semua hal yang berhubungan dengan pengembangan proyek dan penjualan kaveling 
dan/atau bangunan termasuk melakukan kerjasama strategis dengan pihak ketiga (Pasal 9 
ayat (6.a) Perjanjian) 
3. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan proyek sebagaimana tertuang dalam 
Business Plan (Pasal 9 ayat (6.e))  
J. Penyelesaian Perselisihan 
1.  Setiap sengketa atau beda pendapat antara para pihak sehubungan dengan perjanjian akan 
diselesaikan secara musyawarah (Pasal 22 ayat (1)) 
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak 
tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya pada tahap pertama dan terakhir 
(final and binding) dengan cara abritase sesuai dengan Undang-Undang nomor 30  tahun 
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berikut segala penyesuaian 
dan perubahannnya dikemudian hari. (Pasal 22 ayat (2)) 
3. Para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui Badan 
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di kedudukan wilayah hukum Jakarta. (Pasal 22 ayat 
(3)) 
4. Para pihak sepakat bahwa keputusan BANI adalah final dan mengikat dan dapat dimintakan 
fiat eksekusinya ke Pengadilan Negeri yang berwenang. (Pasal 22 ayat (4)) 
5. Kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase meniadakan 
hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. (Pasal 22 
ayat (5)) 
K. Jangka Waktu Kerjasama 
1. Kerjasama berlaku terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama sampai dengan 15 
(lima belas) tahun sejak dimulainya penjualan proyek. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan 
sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, para pihak sepakat untuk bersama-sama 
membicarakan dan menentukan kembali kelanjutan proyek. (Pasal 11 ayat (1)) 
2. Perjanjian ini tidak dapat diakhiri lebih awal secara sepihak dengan alasan apapun, 
terkecuali salah satu pihak dan/atau badan pengelola melakukan pelanggaran, kelalaian, 
dan/atau wanprestasi  berdasarkan perjanjian ini. 
Pengakhiran mana wajib diberitahukan kepada pihak lainnya dengan pemberitahuan 
tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hai sebelumnya. (Pasal 11 
ayat (2)) 
L. Tanggung jawab KSO terhadap kerugian yang diderita  pihak ketiga 
Dalam perjanjian kerjasama pengembangan lahan yang dibuat PT A dan PT B tidak diatur 
siapa pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan pihak 
ketiga, sehingga dalam perjanjian tersebut ditemukan ketidaklengkapan dan ketidakjelasan 
pengaturan mengenai masalah yang dapat timbul yang bersinggungan dengan kepentingan 
pihak ketiga, dalam hal ini pihak pembeli. Hanya saja disebutkan pada Pasal 10 ayat (1) 
Perjanjian bahwa PT A dan PT B setuju bahwa Badan Pengelola KSO yang akan berhubungan 
secara hukum dengan pihak ketiga, baik dengan instansi pemerintah selaku pemberi izin 
maupun dengan pembeli dan pihak ketiga lainnya. 
Untuk menengahi tidak diaturnya tanggungjawab para pihak dalam perjanjian KSO 
terhadap kerugian pihak ketiga, menurut penulis dapat digunakan Asas Horizontal Scheiding 
yang dianut dalam hukum pertanahan Indonesia, dimana dalam asas tersebut dinyatakan bahwa 
tanah dan bangunan bukan merupakan satu kesatuan bagian dari tanah, sehingga dalam asas 
ini dimungkinkan perbedaan kepemilikan antara tanah dan bangunan. Dalam kasus KSO AB, 
maka apabila dilihat dalam perjanjian KSO, yang memiliki tanah adalah PT A dan yang 
memiliki bangunan adalah PT A dan PT B secara bersama-sama mengelola proyek tersebut, 
sehingga dengan pemisahan tersebut, dapat kita temukan siapa yang beranggung jawab atas 
tidak selesainya proses pembangunan property, yaitu PT A dan PT B.  
1.3 Bentuk perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat pembubaran 
KSO AB 
       Mengutip pemikiran dari Satjipto Rahardjo bahwa, perlindungan hukum adalah 
memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 
perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang 
diberikan oleh hukum.5 Berdasarkan pengertian Satjipto Rahardjo tersebut maka dengan 
demikian perlindungan hukum merupakan suatu alat hukum yang senantiasa harus selalu ada 
dalam kehidupan bermasyarakat, demi terciptanya keadilan dan terjaganya hak-hak para subjek 
hukum yang saling bersinggungan. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mencegah 
atau memulihkan suatu kerugian yang diderita oleh masyarakat baik secara individu atau 
kelompok dalam kedudukannya sebagai subjek hukum.  
       Mengutip pula pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat 
sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan respresif.  Perlindungan hukum yang 
bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadi sengketa, yang mengarahkan pemerintah 
bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan 
yang represif bertujuan untuk penyelesaian sengketa, termasuk penanganannya di lembaga 
peradilan.6 Maka dengan demikian, suatu perlindungan hukum akan dirasakan bagi rakyat 
apabila pemerintah mengaturnya dalam hukum positif dalam suatu negaranya tersebut.  
Adapula bentuk perlindungan hukum yang dikutip dari pendapat M. Isnaeni, yang ditinjau 
dari sumbernya, yaitu perlindungan hukum internal dan ekternal. Sebagaimana telah dikutip 
sebelumnya bahwa Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang 
diciptakan sendiri oleh para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada saat bernegosiasi 
mengenai klausa-klausa dalam perjanjian para pihak mengharapkan kepentingannya terpenuhi 
atas dasar sepakat. Pada perlindungan hukum intrnal ini, sehingga atas dasar kebebasan 
berkontrak para pihak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai 
kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para pihak membuat klausa-klausa 
perjanjian yang sedang dibbuat, sehingga perlindungan hukum dari masing-masing pihak dapat 
terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.7 
Perlindungan hukum eksternal merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah 
melalui peraturan regulasi secara tertulis guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau 
 
5Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung;PT Citra Aditya Bakti,2000) hlm.53 
6Ibid, hlm.69. 
7 Moh Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016) hlm 159. 
pihak yang lemah, sebagai contoh peraturan mengenai konsumen dimana konsumen pada 
awalnya sebagai pihak yang lemah dalam transaksi perjanjian dengan produsen, sehingga 
lahirlah Undang-undang nomor  8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 
Begitu juga dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada subjek hukum berbentuk 
badan usaha yaitu Perseroan Terbatas telah mendapat perlindungan hukum yang diatur secara 
jelas dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, begitu juga 
dengan badan hukum lainnya sepeti Yayasan, Koperasi, telah mendapat payung hukum yang 
jelas mengatur bagaimana pelaksanaan rumah tangganya dan perlindungannya kepada pihak 
ketiga yang diatur dalam peraturan perundangannya secara tersendiri dan masing-masing, 
namun kaitannya dengan badan usaha  KSO, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dengan 
adanya perbedaan pengertian Persekutuan Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata yang dibuat kolonial dengan eratura Menteri nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran 
Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, sehingga 
mengakibatkan kesimpangsiuran peraturan mana yang diterapkan pada badan usaha KSO dan 
juga berakibat  kurangnya perlindungan hukum yang dirasakan para pihak yang terkait di dalam 
badan usaha KSO tersebut. 
         Permasalahan tersebut salah satunya terjadi pada badan usaha KSO AB. Badan usaha 
KSO AB merupakan badan usaha baru yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara PT A 
dan PT B. PT B merupakan badan hukum yang bergerak dibidang pengembangan lahan 
perumahan sepakat untuk bekerjasama dengan PT A selaku penguasa atas sebidang tanah yang 
terletak di kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, untuk membangun proyek perumahan 
komersial setempat dikenal dengan nama Perumahan X. 
         PT A dan PT B mendirikan KSO AB berdasarkan akta perjanjian kerjasama yang dibuat 
dihadapan notaris, yang dituangkan dalam lembar pernyataan dan keputusan dibuat di bawah 
tangan (terlampir) menyatakan bahwa kedua belah pihak sepakat dengan dibentuknya KSO AB 
dan membentuk Badan Pengelola untuk menjalankan kegitan KSO AB tersebut. Dibawah ini 
merupakan gambaran struktur pengurus pada PT A dan PT B dan penggabungannya menjadi 
KSO AB yang dituangkan dalam surat pernyataan dan keputusan badan pengelola yang dibuat 
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    KSO AB kemudian melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, yaitu dalam 
pembahasan ini adalah Pembeli, antara KSO AB dan Pembeli mengadakan Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (PPJB) pada Perumahan X, dan dalam PPJB 
dikatakan bahwa KSO AB berkewajiban untuk menyerahkan tanah dan bangunan selambat-
lambatnya 36 (tiga puluh enam bulan) atau pada saat Akta Jual Beli ditandatangani, namun 
ditengah jangka waktu PPJB tersebut  berjalan, terjadi permasalahan internal di dalam KSO 
AB yang menyebabkan KSO AB harus membubarkan diri. Pembubaran diri KSO AB tersebut 
berakibat tidak berjalannya operasional dan pembangunan proyek, yang berdampak juga tidak 
terpenuhinya hak Pembeli untuk menerima penyerahan tanah dan bangunan yang diperjanjikan 
dalam PPJB. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pembeli untuk menerima haknya, namun 
KSO AB tidak juga dapat memenuhi kewajibannya tersebut.  
      Berdasarkan bagan tersebut di atas, dapat dilihat bahwa KSO AB dibentuk hanya 
berdasarkan surat Pernyataan dan Keputusan yang dibuat secara dibawah tangan  oleh PT A 
dan PT B, tanpa melalui proses pendaftaran sebagaimana badan usaha bukan badan hukum 
yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2018, KSO AB didalamnya PT A dan 
PT B melalui Badan Operasional mewakili Badan Usaha KSO menjalankan usahanya secara 
bersama-sama, baik dalam pengurusan operasional KSO maupun dalam melakukan perbuatan 
hukum dengan pihak ketiga, maka dengan pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa atas 
permasalahan hukum yang menyebabkan pembeli dirugikan, maka sudah sepatutnya setiap 
kerugian tersebut ditanggung secara bersama-sama oleh pihak-pihak yang terlibat dalam KSO 
KSO AB 
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kewenangan pengurusan dengan pihak ketiga:  
1 Direktur PT A bersama-sama dengan 1 Direktur PT B 
 
 
AB.  Meskipun tidak ditemukan secara khusus kuasa secara langsung antara PT A dan PT B 
sebagaimana kuasa tersebut disyaratkan dalam Pasal 1642 KUHPerdata. 
Dengan demikian KSO AB merupakan produk atas perjanjian yang dibuat oleh PT A 
dan PT B, sehingga pendirian dan pembubarannya hanya sebatas kesepakatan para pihak saja, 
KSO AB juga bukan Persekutuan Perdata yang dimaksut oleh Peraturan Menteri nomor 17 
tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan 
Perdata sehingga KSO AB tidak melakukan pendaftaran terkait pendirian, perubahan anggaran 
dasar, dan pembubarannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem 
Administrasi Badan Usaha.  
Tidak terdaftarnya KSO AB dalam Sistem Administrasi Badan Usaha, maka 
berdampak pada tidak dapat dituntutnya KSO AB sebagai subjek yang berkewajiban 
bertanggung jawab atas tidak terpenuhinya hak pembeli sehingga menderita kerugian, selain 
itu KSO AB bukan merupakan subjek hukum yang dapat dituntut di muka pengadilan, serta 
KSO AB bukanlah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan 
perjanjian PPJB dengan pembeli, sehingga dengan demikian PPJB yang dibuat KSO AB 
dengan Pembeli tidak memenuhi unsur subjektif perjanjian yang diwajibkan sebagai syarat 
sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, maka dengan demikian tidak terpenuhinya 
syarat subjektif tersebut berakibat PPJB tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Hakim. 
Berdasarkan analisis mengenai kedudukan KSO di atas maka dapat kita temukan bagaimana 
perlindungan hukum bagi pembeli akibat pembubaran  KSO, yaitu: 
1. Perlindungan Hukum Preventif  
Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam suatu negara menjadi indikator 
bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan 
kepastian hukum. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah 
kepada masyarakat adalah dengan mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam peraturan 
tertulis. Kaitannya dalam permasalahan dalam penelitan ini, 
Perlindungan hukum Preventif merupakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk 
melindungi hak-hak subjek hukum yang kedudukannya lemah dalam suatu perbuatan hukum, 
yang mana uoaya-upaya tersebut dilakukan sebelum terjadi masalah atau sengketa. 
Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu  Pembeli C merasa dirugikan karena 
tidak terpenuhi haknya oleh KSO AB yang secara tiba-tiba membubarkan diri dan 
menghentikan seluruh kegiatan pembangunan dan pengembangunan perumahan, dimana 
Pembeli C telah melakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan untuk 
membeli 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Perumahan X, maka peraturan tertulis yang dapat 
dijadikan dasar untuk mencari keadilan atas kerugian yang dideritanya adalah perlindungan 
kepada C sebagai konsumen dari KSO AB, dimana perlindungan hukum terhadap pembeli C 
adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 
      Pasal 16 UUPK melarang kepada pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa 
untuk tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang 
dijanjikan dan melarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 
Keberadaan Pasal tersebut befungsi untuk mencegah tindakan-tindakan yang mungkin saja 
dilakukan oleh badan usaha yang dapat merugikan konsumennya, yang pada kenyataannya 
dilajukan oleh KSO AB kepada pembeli C, dengan demikian, KSO AB melanggar ketentuan 
Pasal 16 UUPK karena KSO AB tidak dapat memenuhi prestasi yang dijanjikan dalam PPJB 
dengan pembeli C, yaitu menyelesaian rembagungan rumah sebagaimana telah diperjanjikan 
dalam PPJB. 
UUPK juga melindungi konsumen dari kerugian terhadap tindakan pelaku usaha 
dengan memberikan hak-hak yang harus dijaga dan tidak boleh dilanggar oleh pelaku usaha, 
adapun hak-hak tersebut yang ada kaitannya dengan peneltian ini tercantum dalam Pasal 4 ayat 
(8) UUPK, bahwa pembeli C berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 
tidak sebagaimana mestinya. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, pembeli C dapat 
menuntut ganti rugi, kompenssasi, biaya terkait kerugian yang diderita akibat tidak 
dipenuhinya prestasi KSO AB kepada pembeli C sesuai dalam PPJB. 
Perlindungan hukum berdasarkan undang-undang ini merupakan penulis merupakan 
bentuk perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah dan meminimalisirkan segala 
resiko permasalahan yang mungkin dapat timbul dalam suatu peristiwa hukum, sehingga diatur 
oleh pemerintah dalam peraturan tertulis yang sah dan mengikat seluruh lapisan masyarakat 
khususnya guna melindungi pihak yang lemah.  
2. Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan  hukum secara preventif diadakan diawal saat permasalahan belum terjadi, 
sehingga bersifat pencegahan, namun apabila usaha pencegahan tersebut tidak dapat mencapai 
tujuannya, maka bentuk perlindungan hukum represif yang harus dilakukan. Bentuk 
perlindungan hukum represif bersifat memberikan dampak atau tindakan secara langsung 
terhadap suatu permasalahan atau peristiwa hukum yang sedang terjadi yang menyebabkan 
pihak ketiga dirugikan. Contoh perlindungan hukum represif adalah pihak pembeli melakukan 
permohonan pembatalan perjanjian kepada hakim sebagaimana Pasal 1340 dan Pasal 1341 
KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian yang dibuat tidak dapat merugikan pihak ketiga lain 
dan pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat mengajukan pembatalan atas perjanjian tersebut.  
Pasal 1266 KUPerdata mengatur mengenai batalnya perjanjian apabila terjadi wanprestasi, 
namun pembatalan tersebut tidak batal demi hukum, sehingga dibutuhkan penetapan 
pengadilan untuk menyatakan perjanjian tersebut menjadi batal. PPJB yang dibuat oleh KSO 
AB dan Pembeli dapat dibatalkan oleh pengadilan karena wanprestasi yang dilakukan salah 
satu pihak, dan atas kerugian yang diderita Pembeli, maka KSO AB sebagai pihak yang 
menyebabkan kerugian tersebut wajib memperbaiki dan membayar kerugian tersebut dalam 
bentuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga sebagaimana hal tersebut diamanatkan dalam 
Pasal 1267 KUHPerdata. 
Metode yang sebaiknya dilakukan oleh pembeli C untuk menuntut ganti rugi tersebut 
dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut ini: 
a. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan 
Penyelesaian  sengketa dilakukan  secara langsung dengan prosedur yang sederhana serta 
dengan jalan damai. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (3) UUPK, konsumen 
yang dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian  kepada produsen 
dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari kerja. 
Tata cara penyelesaian diluar pengadilan ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang 
nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelsaian sengketa 
konsumen dapat dilakukan dengan cara konsultasi, mediasi, konsultasi, negosiasi. 
b. Penyelesaian sengketa di Peradilan Umum atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
(BPSK) 
Dalam hal pelaku usaha tidak melakukan apa yang dituntut oleh konsumen yang merasa 
dirugikan, sehingga tidak ditemui titik temu penyelesaian, pembeli dapat mengajukan 
tuntutan ke Pengadilan atau BPSK. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (2) UUPK 
membebaskan para pihak yangbersengketa  memilih secara sukarela lembaga mana yang 
dipercayakan untuk menyelesaiakan permasalahannya tersebut. Pilihan penyelesaian 
sengketa di BPSK dapat dilanjutkan ke pengadilan, apabila para pihak tidak menemukan 
titik temu dalam menyelesaikan sengketanya. 
c. Tata Cara pengajuan sengketa konsumen melalui lembaga peradilan umum: 
1) Pengajuan Gugatan 
Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) UUPK, Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha 
harus dilakukan oleh: 
(a) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya 
(b) Kelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama 
(c) Lembaga Perlindungan konsumen swadaya masyarakat 
(d) Pemerintah atau instansi terkait 
Berdasarkan Pasal 48 UUPK gugatan tersebut harus diajukan dalam bentuk surat gugatan, yang 
telah ditandatangani oleh penggugat dan kuasanya kepada ketua hakim pengadilan negeri yang 
berwenang. 
2) Pemeriksaan dan Pembuktian 
Dalam hal gugatan ganti rugi karena wanprestasi sebagaimana yang dilakukan KSO AB 
terhadap pembeli C, maka penggugat wajib mebuktikan: 
(a) Adanya hubungan perikatan  (kontrak, perjanjian) 
(b) Adanya kesalahan yang telah dilakukan pelaku usaha 
(c) Adanya sejumlah kerugian yang diderita kosumen penggugat 
serta alat-alat bukti seperti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. 
3) Putusan Pengadilan 
Putusan pengadilan merupakan hasil dari penilaian hakim atas bukti-bukti yang ditunjukan 
oleh para pihak apakah sesuai dengan dalil yang disampaikan. Putusan pengadilan ini 
bersifat mengikat dan eksekusi.  
Menurut ketentuan Pasal 8 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen mengacu pada tahapan 
dan ketentuan peradilan umum, yang tahapannya sebagai berikut ini: 
1) Pengembalian uang 
2) Pengembalian barang dan/atau jasa 
3) Perawatan Kesehatan 
4) Pemberian Santunan 
Atas jenis tuntutan ganti rugi diatas, maka pembeli C dapat menuntut untuk pengembalian uang 
atas uang muka yang telah dibayarkan secara tunai dari KSO AB kepada pembeli C. 
3. Perlindungan Hukum Eksternal 
M. Isnaeni berpendapat bahwa pada dasarnya persoalan perlindungan hukum itu ditinjau 
dari sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1) Perlindungan Hukum Eksternal 
Perlindungan hukum eksternal merupakan produk hukum yang dibuat oleh pemerintah 
melalui peraturan regulasi secara tertulis guna memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau 
pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan yang tidak dapat berat sebelah dan 
memihak, secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini 
mungkin kepada pihak lainnya.8 Perlindungan hukum eksternal dimaksudkan melindungi hak-
hak hukum para pihak dalam perjanjian yang kedudukannya tidak seimbang. 
Sama halnya dengan perlindungan hukum Preventif yang diulas sebelumnya, perlindungan 
hukum eksternal juga berasal dari inisiatif pemerintah guna pencegahan suatu perkara. Dalam 
hal ini yang menjadi contoh perlindungan hukum eksternal adalah Undang-undang no 8 tahun 
1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
4. Perlindungan hukum Internal  
Perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang diciptakan sendiri oleh 
para pihak pada saat membuat perjanjian, dimana pada saat bernegosiasi mengenai klausa-
klausa dalam perjanjian para pihak mengharapkan kepentingannya terpenuhi atas dasar 
sepakat. Pada perlindungan hukum intrnal ini, segala jenis resiko diusahakan dapat dicegah 
dengan kesepakatan pada klausa-klausa yang dibuat para pihak. Perihal perlindungan hukum 
internal seperti itu baru dapat diwujudkan oleh para pihak, manakala kedudukan hukum mereka 
relatif sederajad dalam arti para pihak mempunyai bargaining power yang relatif berimbang, 
sehingga atas dasar kebebasan berkontrak para pihak mempunyai keleluasaan untuk 
menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Pola ini dijadikan landasan pada waktu para 
pihak membuat klausa-klausa perjanjian yang sedang dibuat, sehingga perlindungan hukum 
dari masing-masing pihak dapat terwujud secara lugas atas inisiatif mereka.9 
Perlindungan hukum internal sama halnya dengan perlindungan hukum Preventif yang 
diulas sebelumnya, bahwa perlindungan hukum internal juga merupakan wujud dari 
 
8 Ibid, hlm 160. 
9 Moh Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan, (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016) hlm 159. 
pencegahan kerugian atau peramasalahan yang munkin saja terjadi, hanya saja perlindungan 
hukum secara internal ini inisatifnya berasal  dari para pihak dalam perjanjian dalam menyusun 
klausa. 
Berangkat dari asas Pacta Sun Servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata 
bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, maka 
perjanjian haruslah memuat perlindungan hukum bagi para pihak yang saling megikatkan diri 
didalamnya dan juga bagi pihak ketiga yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki 
hubungan hukum dengan perikatan tersebut. Dalam perjanjian pembentukan KSO AB yang 
dibuat oleh PT A dan PT B tidak ditemukan perlindungan hukum untuk pembeli C 
sebagaimana seharusnya hal tersebut diatur, sehingga apabila terjadi permasalahan atau 
sengketa para pihak dapat merujuk pada Pasal-Pasal yang mengandung perlindungan hukum 
bagi pembeli C. 
Perlindungan hukum yang dituangkan dalam perjanjian atas kehendak para pihak merupakan 
perwujudan dari Asas Kebebasan Berkontrak, dimana perjanjian yang dibuat oleh kehendak 
para pihak didalam perjanjian yang setiap ketentuan dan bentuknya bebas ditentukan oleh para 
pihak. Kebebasan menentukan isi perjanjian tersebut digunakan para pihak untuk memenuhi 
kebutuhan dan kebaikan bagi masing-masing pihak yang mana menimbulkan kegunaan dan 
kebahagian bagi para pihak itu sendiri yang juga sebagai bentuk dari perlindungan hukum 
internal,  karena Pasal-Pasal tersebut dimaksutkan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam 
pelaksanaan perjanjian yang disepakati para pihak. Perlindungan hukum internal dalam bentuk 
perjanjian, biasanya diatur dan dituangkan dalam klausa-klausa dalam perjanjian yang dibuat 
oleh para pihak. Dalam pelaksanaan PPJB antara KSO AB dan Pembeli, perlindungan hukum 
internal dapat dilakukan dengan mengatur klausa-klausa sebagai berikut: 
a. PT A dan PT B sebagai pihak komparisi di dalam PPJB dengan Pihak Pembeli. 
Di dalam perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan yang semula dibuat 
antara KSO AB dan Pembeli C, sebaiknya direvisi dengan menjadikan PT A dan PT B 
sebagai pihak komparisi dalam PPJB yang dibuat dengan pembeli, karena mengingat objek 
yang dijual dalam PPJB tersebut merupakan tanah dan bangunan, dimana PT B merupakan 
pemilik sah dari tanah proyek perumahan X, dan PT A dan PT B secara bersama sama 
sebagai pemilik bangunan diatas tanah PT B. Sehingga tidaklah tepat bila KSO AB sebagai 
komparisi didalam PPJB, karena mengingat KSO AB bukan subjek hukum, dengan 
menjadikan PT A dan PT B sebagai komparisi dalam PPJB akan membuat PT A dan PT B 
terikat secara sah dan patut dimata hukum sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan PPJB, kecuali apabila PT A dan PT B memberikan kuasa secara khusus kepada 
KSO AB untuk mewakilkan PT A dan PT B melakukan perbuatan hukum dalam PPJB.  
b. Mengatur mengenai pembagian tanggung jawab terkait dengan kepentingan pihak 
ketiga 
        Dalam perjanjian kerjasama operasional antara PT A dan PT seharusnya memasukan 
klausa yang berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini pembeli, yaitu 
menyatakan pihak siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi tuntutan dari pihak ketiga, 
atau mengklasifikasikan kewajiban PT A dan PT B terhadap jenis-jenis kerugian yang mungkin 
saja timbul dan dituntut oleh pihak ketiga selama berjalannya proyek, dengan melakukan hal 
tersebut tidak akan terjadi lempar tanggung jawab apabila didapati tuntutan ganti rugi dari 
pihak ketiga, karena apabila melihat perjanjian kerjasama antara PT A dan PT B, tidak 
ditemukan Pasal mengenai kepentingan pihak ketiga, dengan demikian  apabila diaturnya 
Klausa tersebut pada perjanjian kerjasama PT A dan PT B, maka berdasarkan Pasal 1338 
KUHPerdata, klausa tersebut wajib dijalankan sebagai undang-undang oleh para pihak, dan 
menciptakan kepastian hukum dan kejelasan bagi pihak ketiga mengenai kepada siapa pihak 





1.1.  Kesimpulan 
            Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan Perlindungan 
hukum bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat bubarnya badan usaha KSO, yaitu: 
Perlindungan Hukum Preventif, bertujuan untuk mencegah dan meminimalisirkan 
resiko permasalahan yang mungkin timbul antara para pihak, kaitannya dalam 
penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen. 
Perlindungan Hukum Represif, bentuk perlindungan hukum represif yaitu dalam 
bentuk putusan pegadilan dengan mengajukan pembatalan perjanjian kepada hakim 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUPerdata. 
Perllindungan hukum Internal, perlindungan hukum internal dituangkan dalam 
klausa-klausa dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 
Perlindungan hukum eksternal, dimaksudkan melindungi pihak dalam perjanjian 
yang kedudukannya tidak seimbang. Dalam hal ini yang menjadi perlindungan 
hukum eksternal adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen.  
1.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah: 
      Pemerintah sebagai pembuat undang-undang dalam hal ini badan Legislatif agar 
memberikan definisi secara jelas mengenai badan usaha KSO yang bertindak 
sebagai entitas terpisah dari badan usaha anggotanya dan memberikan pengaturan 
yang jelas mengenai  tatacara pembentukan sampai pada pembubarannya, serta 
mewajibkan perjanjian KSO haruslah dibuat dengan akta otentik dihadapan 
Notaris, hal tersebut baiknya dijadikan syarat utama guna memberikan kepastiaan 
hukum yang kuat bagi para pihak, serta memberikan kejelasan kedudukan KSO 
sebagai subjek dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Dengan 
diaturnya secara jelas KSO yang berperan sebagai entitas terpisah dari badan usaha 
anggotanya akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga 
apabila terjadi permasalahan dengan KSO 
       Saran bagi Notaris sebagai Pejabat Publik yang bertugas membuat akta 
perjanjian kerjasama KSO, agar dapat menggali lebih dalam lagi norma-norma dan 
kaidah yang ada sehingga akta yang dibuatnya dapat memberikan jaminan dan 
kepastian hukum kepada pihak yang saling berkaitan dengan KSO termasuk pihak 
ketiga. 
 
 
 
 
 
 
